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KATA PENGANTAR 

 Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai disusun dengan menganut penganggaran berbasis kinerja (performance 

based budgeting) untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan dan 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan pencapaian 

tujuan/sasaran strategis instansi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan instansi vertikal di 

atasnya yaitu Direktur Jenderal Pajak. Laporan Kinerja ini memuat Rencana 

Strategis, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, 

evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan 

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai.  

Dasar penyusunan laporan kinerja antara lain mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

KEP-389/PJ/2020. 

Selama tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah 

melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam 

Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Tahun 2024 yang 

diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai Tahun 2024 yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dengan 

Nilai Kinerja Organisasi 108.97%. 

 Pada tahun 2024, pencapaian strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak mencapai Rp. 724.041.880.259 atau 100.62% dari target .Hal ini 

didapat dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai kiranya tidak terlepas dari komitmen semua pihak yaitu seluruh 
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pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan seluruh stakeholder yang 

telah menjalin kerja sama yang baik dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai. Kami berharap agar kerja sama yang baik ini  dapat diteruskan dan 

ditingkatkan agar  kualitas layanan menjadi semakin baik. 

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang dibebankan kepada organisasi dan 

umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja dalam rangka 

akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

 

  
  Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai 
 
 
 
 
 
 
        
        Ditandatangani secara elektronik 
                            Mangatas 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024 sektor perpajakan 

memberikan peran yang sangat besar dalam pendapatan dalam negeri. Sebagai 

konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target 

penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat 

mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari sektor 

perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus 

menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan. 

Mengingat penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN, maka 

Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertahankan tugasnya dalam menghimpun 

pajak agar negara mampu membiayai  APBN secara mandiri. Tugas KPP Pratama 

Binjai sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis adalah mendukung 

terealisasinya penerimaan pajak (PPh, PPN, Pasal 21 dan pajak lainnya) tahun 

2024 sebesar Rp. 719.588.572.000. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari 

tingkat pusat sampai dengan unit vertikal di bawahnya yaitu Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Binjai berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan 

pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Saat ini DJP 

sedang melaksanakan Reformasi Perpajakan III (2018 – 2024) melalui Pembaruan 

Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang terdiri dari 5 Tema yaitu :  

1. Organisasi 

2. Sumber Daya Manusia 

3. Teknologi Informasi dan Basis Data 

4. Proses Bisnis 

5. Peraturan Perundang -Undangan 

Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan 

yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat dan Pasti untuk optimalisasi pelayanan 

dan pengawasan sebagai bagian reformasi perpajakan (SIAP-MANTAP) yang 

memberikan manfaat bagi seluruh pihak baik pegawai DJP, Wajib Pajak dan 

Instansi Organisasi itu sendiri yaitu Direktorat Jenderal Pajak.  

Terselenggaranya reformasi ini memberikan manfaat bagi DJP dalam hal ini 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang dapat meningkatkan efisiensi dan 
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kinerja administrasi perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, wajib 

pajak dan pihak ketiga terhadap sistem administrasi perpajakan serta penguatan 

akuntabilitas melalui automasi proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem 

informasi kepegawaian dan sistem pengawasan kepatuhan internal. 

Penyusunan LAKIN diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja 

kantor pelayanan pajak secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi 

ke arah terciptanya good governance dan dapat memberikan masukan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan pemerintah serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya 

akuntabilitas kinerja. Selain itu LAKIN juga dapat digunakan sebagai umpan balik 

untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam LAKIN juga 

tergambar sasaran strategis tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebagai 

usaha untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. 

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 

6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

7 Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

8 Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Kode SS/IKU
Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective 

Customer Perspective 

Internal Process Perspective 

Learning & Growth  Perspective 
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Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 

2024 tercapai dengan baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai yaitu sebanyak 20 IKU dan keseluruhannya berstatus hijau. Hal ini sudah 

baik, namun masih dapat ditingkatkan Kembali untuk tahun depan dengan 

mengoptimalkan IKUIKU yang masih dapat dikontrol dan dioptimalkan menjadi 

120%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai selalu berkomitmen untuk 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar pelayanan kepada Wajib Pajak 

semakin baik. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan proses administrasi 

perpajakan bisa lebih efisien, transparan, dan memudahkan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya. Beberapa upaya yang sering dilakukan meliputi 

peningkatan sistem teknologi informasi, pelatihan untuk pegawai, dan penguatan 

komunikasi antara kantor pajak dan wajib pajak. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai merupakan kantor pelayanan pajak 

yang berada di wilayah Kota Binjai, Sumatera Utara. KPP Pratama Binjai memiliki 

tugas utama dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik yang 

berhubungan dengan penyuluhan, pengawasan, maupun penerimaan pajak. 

Kantor ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di 

wilayah Binjai. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, KPP Pratama 

Binjai terus berupaya untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, 

dan efisien kepada masyarakat. Mereka juga mengedepankan teknologi informasi 

dalam mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

 Sebagai instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi 

perpajakan, Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-

309/PJ/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-26/PJ/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 

Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Per Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

diamanatkan untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp. 

719.588.572.000.  

 Penerimaan perpajakan sendiri menjadi faktor penentu besarnya APBN 

dan pajak sendiri dalam beberapa tahun belakangan menyumbang porsi lebih dari 

70 persen penerimaan negara. Pentingnya penerimaan pajak dalam menunjang 

APBN mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh jajaran 

dibawahnya untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.  

 Sebagai institusi yang dibiayai APBN, maka Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai memandang perlu untuk manyampaikan laporan kepada 

penanggung jawab atasnya dan juga para stakeholders. Disamping itu, laporan ini 

juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menuju terwujudnya good governance, 

wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai 
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alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, serta sebagai salah satu alat untuk 

mendapatkan masukan dari para stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai.  

 Penyusunan LAKIN ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem 

Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus 

dipertanggung jawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). 

 

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

1. Kedudukan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin 

oleh seorang Kepala Kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terletak di Jl. 

Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20722. 

 

2. Tugas 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

184/ PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan 

hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan 

Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek 

dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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3. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

memiliki fungsi: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah 

wewenang KPP; 

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib 

Pajak; 

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak; 

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib 

Pajak maupun masyarakat; 

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; 

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; 

j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan 

produk layanan perpajakan; 

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data 

internal dan eksternal; 

m. pemutakhiran basis data perpajakan; 

n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 

r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 

s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 

t. pelaksanaan administrasi kantor. 

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, 
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pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, 

pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, 

penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta 

dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.  

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data 

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data 

melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan 

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan 

dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang 

berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan 

data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, 

penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan 

pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan 

penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi 

produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan. 

c. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, 

dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang 

berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan 

kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi 

perpajakan, pengelolaan registrasi perpaj akan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan 

proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan 

surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib 

Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 

perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan 

penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan. 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan  

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas 

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan 

pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset 

takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan 

angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang 
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pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan 

penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan 

penagihan. 

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, 

Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V 

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, 

Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V masing -masing 

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan 

dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan 

perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, 

dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan 

dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, 

pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, 

pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan 

tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu 

kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling 

kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut 

pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi 

penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan 

perpajakan.  

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
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 Aspek kepegawaian yang mendukung operasional Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Binjai dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Pria 

Perempuan 

50 

28 

   Tabel 1.1 

 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Seksi Jumlah 

KPP Pratama 

Subbagian Umum dan KI 

Seksi Pelayanan 

Seksi Penjaminan Kualitas Data 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan 

Seksi Pengawasan I 

Seksi Pengawasan II 

Seksi Pengawasan III 

Seksi Pengawasan IV 

Seksi Pengawasan V 

Fungsional 

1 

10 

15 

5 

9 

8 

5 

7 

5 

6 

7 

      Tabel 1.2 

         Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Unit Organisasasi 

 

Jabatan Jumlah 

Kepala Kantor 

Kasi/Kasubbag 

Pemeriksa Pajak Madya 

Pemeriksa Pajak Muda 

Pemeriksa Pajak Pelaksana 

Penyuluh Pajak Ahli Muda 

Asisten Penyuluh Pajak Mahir 

Asisten Penyuluh Pajak Terampil 

Asisten Penilai Pajak Terampil 

Account Representative 

1 

9 

2 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

23 
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Jurusita 

Bendahara 

Sekretaris 

Pelaksana 

3 

1 

1 

26 

    Tabel 1.3 

  Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabel 1.4  

  Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5 

      Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

 Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

memiliki peran strategis sebagai institusi pengelola administrasi penerimaan pajak 

yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai merupakan salah satu 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera 

Utara I yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) kota dan 1 (satu) kabupaten, yaitu 

Kota Binjai yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan Kabupaten Langkat yang terdiri 

dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

memiliki tantangan dan permasalahan dalam menghimpun pajak pada wilayah 

kerja ini, dimana kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya masih 

Golongan Jumlah 

IV 

III 

II 

I 

 8 

39 

31 

0 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

S2 

S1/D4 

DIII 

DI 

17 

26 

16 

19 
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rendah, lokasi wilayah kerja yang cukup jauh dengan jumlah Account 

Representative yang kurang memadai. Tetapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam menggali potensi yang ada 

pada wilayah kerja ini. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yakin wilayah kerja 

ini akan terus berkembang karena kedua wilayah kerja ini merupakan daerah 

perkebunan kelapa sawit dan daerah yang cukup strategis bagi pelaku bisnis 

sebab letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Medan. Diharapkan seiring 

berjalannya waktu, kawasan ini terus berkembang menjadi sentra usaha dan 

industri seperti pusat pabrik produksi, perdagangan, serta pengembangan 

wirausaha. 

 Sektor usaha yang menonjol di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tahun 2024 adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan 

Sosial Wajib, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan 

Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Industri Pengolahan. 

 

Berikut ini merupakan Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Binjai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2     Gambar 1.3 

Wilayah Kerja Kota Binjai   Wilayah Kerja Kab. Langkat 
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C. Sistematika Laporan 

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai tahun 2024 

adalah sebagai berikut:  

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya. 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issues) yang sedang dihadapi. 

BAB II Perencanaan Kinerja  

Pada bab ini disajikan uraian tentang amanat yang tercantum dalam 

renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan 

penjelasan atas ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja  

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang capaian kinerja organisasi dari 

setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka 

mewujudkan kinerja organisasi, efesiensi penggunaan sumber daya yang 

telah dilakukan, penghargaan yang diterima selama 2024, dan evaluasi 

internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta langkah-langkah 

perbaikan. 

BAB IV Penutup  

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja. 

LAMPIRAN  

Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024 
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BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak membuat 

suatu rencana strategis  DJP tahun 2020 hingga tahun 2024 yang dituangkan 

dalam KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2020 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, 

nilai-nilai, tujuan dan sasaran strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 

Secara umum sasaran utama yang ingin diraih Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai adalah  mengumpulkan penerimaan negara secara optimal sesuai 

target yang telah dimandatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan 

diusahakan pada tahun 2024 nantinya penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan serta pertumbuhan 

realisasi penerimaan pajak meningkat. Selain itu  diharapkan  agar terwujudnya 

layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif 

dan efisien sehingga tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan dan kepatuhan 

perpajakan Wajib Pajak menjadi lebih  tinggi, penyelenggaraan administrasi 

perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai 

dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam 

mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan 

kewajiban wajib pajak serta penyelenggaraan administrasi perpajakan yang 

berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan 

sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun 

penegakan aturan kepegawaian yang konsisten. Dengan tercapainya sasaran-

sasaran tersebut maka akan mendukung tercapainya visi dan misi Direktorat 

Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 

 

A. Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit 

organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi 

untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. 

Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, 
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arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta 

target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Renstra 

Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2024. 

Secara umum Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-

2024 memuat:  

• Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan  

• Karakteristik wilayah 

• Potensi dan permasalahan 

• Sasaran strategis  

• Implementasi strategi (inisiatif strategis dan program)  

• Target kinerja  

• Kerangka pendanaan  

• Matriks kinerja  

• Matriks pendanaan  

• Lembaran strategis 

 

Sebagai unit vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak maka 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai berusaha untuk mewujudkan visi dan 

misi Direktorat Jenderal Pajak dengan menjalankan segala program dan 

kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta memahami 

bahwa visi dan misi DJP merupakan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh 

jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

 

1. Visi dan Misi DJP 

Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa 

mendatang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi. 

Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan 

terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan menjadi yang 

institusi yang terbaik. Sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa 

segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan 

mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas dan 

pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral dan 
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menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta 

norma-norma profesi, etika dan sosial. 

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, 

Visi DJP adalah:  

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun 

Penerimaan negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang 

Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi 

Kementerian Keuangan.”  

Kalimat Visi DJP berupaya mendukung Visi Pemerintah berdasarkan Nawa Cita 

yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan 16 Gotong Royong”. Kalimat visi dalam Renstra DJP tersebut 

menegaskan bahwa segala strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra DJP 

ditujukan untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah. 

Sedangkan misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau 

tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara 

yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan 

fungsinya. Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, 

fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebagai penghimpun penerimaan negara di 

bidang perpajakan. 

Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang 

dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan tugas dan 

fungsi DJP, Misi DJP adalah:  

1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia; 

2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan 

terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum 

yang adil;  

3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, 

dan bermotivasi. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, 

ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis. 
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2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Inisiatif 

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi 

dalam jangka panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan 

harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Binjai sejalan dengan Arah Kebijakan DJP 2020-2024 sebagai 

berikut: 

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 

2) Penerimaan negara yang optimal; dan 

3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 

Ketiga tujuan  tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan 

internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak 

meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib 

pajak melalui layanan berbasis teknologi, pengawasan dan penegakan hukum. 

Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya 

internal DJP meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya 

manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan 

organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya 

manusia. 

Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama 

Binjai memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut :  

• Mencapai rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 719.588.572.000.  

• Meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Binjai  

• Meningkatkan citra aparat pajak dengan berpedoman kepada nilai-nilai 

organisasi.  

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah :  

• Memberikan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan 

pelanggan dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan 

kewajibannya.  

• Mewujudkan Wajib Pajak yang mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi 

sehingga tercapai tax ratio, tax coverage ratio dan compliance ratio yang 

diharapkan. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang 

hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan 

merupakan tujuan yang bersifat operasional. Dalam rangka mencapai tujuan Kantor 
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Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan 

sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.  

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dijabarkan 

dalam bentuk inisatif strategis adalah sebagai berikut :  

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat 

dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.  

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang 

optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.  

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik 

yang agile, efektif, dan efisien adalah :  

a. Organisasi dan SDM yang optimal.  

b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.  

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai adalah sebagai berikut : 

1. Penerimaan  Negara dari Sektor Pajak yang Optimal  

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi  

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi  

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif  

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif  

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif 

7. Penegakan hukum yang efektif  

8. Data dan Informasi yang berkualitas  

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

 

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah mengambil langkah-

langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, 

petunjuk dan pegangan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan 

b. Mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak 

c. Terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak.; 
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B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

  Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad 

dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima 

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan 

amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja 

ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat 

penerima amanah kepada atasan langsungnya.   

  Dalam pelaksanaan Rencana Strategis  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai untuk tahun 2024, dibutuhkan Penetapan Kinerja yang berpedoman pada 

Rencana Strategis yang telah disusun. Penetapan Kinerja merupakan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2024 oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai untuk mewujudkan tercapainya Rencana Strategis Kantor 

Pelayanan Pajak  Pratama Binjai. Kegiatan tersebut adalah perbuatan nyata yang 

dilakukan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran 

kebijakan dan program yang telah ditentukan. 

  Berikut ini Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Tahun 

2024: 
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  Penetapan/Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Binjai telah 

dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC). Metode BSC 

digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama 

Binjai yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor 

utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja 

Utama/IKU) dan targetnya. BSC yang digunakan di KPP Pratama Binjai 

menerapkan tiga perspektif, yaitu strategic outcome (stakeholders/customers 

perspective), strategic driver (internal process perspective), dan learning and 

growth perspective. Tiga perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 20 

sasaran sebagai berikut: 

 

 

 

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,62%

1b-CP
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

dan deviasi proyeksi perencanaan kas
100,00 102,79

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
100,00% 100,61%

2b-CP
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
100,00% 101,78%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
100,00% 100,77%

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan
74,00% 88,80%

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 111,80%

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 118,67%

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 

data dan/atau keterangan
100,00% 114,88%

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00%

6c-N
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 

KPP tepat waktu
100,00% 114,13%

Customer Perspective 

Internal Process Perspective 

Stakeholder Perspective 

Kode 

SS/IKU

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi
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7 Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00%

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 84,66%

7c-N
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 

Permulaan
100,00% 100,00%

8 Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 

penyediaan data potensi perpajakan
100,00% 120,00%

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 69,70%

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 

kebintalan SDM
100,00 129,15

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 93,32

9c-N
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 

manajemen risiko
90,00 100,00

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00

Learning & Growth  Perspective 

Kode 

SS/IKU

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi
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BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja terdiri dari tiga bagian yaitu capaian IKU, evaluasi dan 

analisis kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Ketiga bagian tersebut akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengukuran kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai  sebagai berikut: 

a. Menetapkan jenis indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis 

b. Menetapkan bobot masing-masing indikator. 

c. Menghitung nilai capaian indikator kinerja. 

d. Menghitung jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input, output 

dan outcomes. 

Sasaran strategis merupakan pernyataan tentang yang ingin dicapai (SS 

bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses) atau 

apa yang seharusnya kita miliki (SS bersifat input). 

Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian SS yang 

memenuhi kriteria SMART-C :Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable 

(dapat dicapai), Relevant (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), 

Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously Improve 

(sesuai perkembangan strategi organisasi).  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menetapkan indikator kinerja 

sebagai berikut: 

a. Masukan (inputs) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, 

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu dan sebagainya. 

b. Keluaran (outputs) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau 

nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan 

program berdasarkan masukan yang digunakan. 

c. Hasil (outcomes) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka waktu tertentu. 
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Data capaian IKU selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. 

 

 

Tabel 3.1 

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 

 

Secara keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai tahun 2024 adalah 108.97% (hijau). Hal ini sudah 

baik melihat seluruh iku yang sudah melebihi target dan meningkat dari capaian 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 yang capaiannya adalah 102.35%. 

Meskipun demikian, iku-iku tersebut masih dapat ditingkatkan kembali untuk tahun 

depan dengan mengoptimalkan IKU-IKU menjadi 120%.  

 

30,00% 101,54

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 101,54

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,62% Max E/L 26% 57,78% 100,62

1b-CP
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

dan deviasi proyeksi perencanaan kas
100,00 102,79 Max P/L 19% 42,22% 102,79

20,00% 100,94

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 101,10

2a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
100,00% 100,61% Max E/L 26% 57,78% 100,61

2b-CP
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
100,00% 101,78% Max P/L 19% 42,22% 101,78

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 100,77

3a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
100,00% 100,77% Max E/M 21% 100,00% 100,77

25,00% 116,47

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 115,90

4a-CP
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan
74,00% 88,80% Max E/M 21% 50,00% 120,00

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 111,80% Max E/M 21% 50,00% 111,80

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 120,00

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 118,67% Max P/M 14% 100,00% 120,00

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 116,34

6a-CP
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 

data dan/atau keterangan
100,00% 114,88% Max P/M 14% 33,33% 114,88

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00% Max P/M 14% 33,33% 120,00

6c-N
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 

KPP tepat waktu
100,00% 114,13% Max P/M 14% 33,33% 114,13

7 Penegakan hukum yang efektif 110,09

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% Max P/M 14% 26,92% 120,00

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 84,66% Max P/L 19% 36,54% 112,88

7c-N
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 

Permulaan
100,00% 100,00% Max P/L 19% 36,54% 100,00

8 Data dan informasi yang berkualitas 120,00

8a-CP
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 

penyediaan data potensi perpajakan
100,00% 120,00% Max P/M 14% 42,42% 120,00

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 69,70% Max P/L 19% 57,58% 120,00

25,00% 116,82

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 113,63

9a-N
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 

kebintalan SDM
100,00 129,15 Max P/M 14% 33,33% 120,00

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 93,32 Max P/M 14% 33,33% 109,79

9c-N
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 

manajemen risiko
90,00 100,00 Max P/M 14% 33,33% 111,11

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 120,00

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00 Max P/M 14% 100,00% 120,00

108,97

Internal Process Perspective 

Learning & Growth  Perspective 

Nilai Kinerja Organisasi

Kode 

SS/IKU

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Polarisasi V/C Bobot IKU

Bobot 

Tertimbang

Indeks 

Capaian

Stakeholder Perspective 

Customer Perspective 
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 Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah berhasil 

merealisasikan penerimaan dengan capaian sebesar 100.62% dari rencana yang 

telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai selalu berkomitmen dan berusaha untuk mengumpulkan penerimaan lebih 

dari 100% terbukti dengan tercapainya penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai selama enam tahun berturut-turut. 

 

 

Grafik 3.1 

 

 

 

Grafik 3.2 

Pencapaian Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
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Disamping itu, capaian Nilai Kinerja Organisasi  Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai pun terus tercapai setiap tahunnya dalam jangka waktu 6 tahun 

berturut-turut seperti yang terlihat pada table berikut. 

 

 

Grafik 3.3 

Capaian NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

 

Berikut ini penjabaran masing-masing sasaran strategis beserta IKUnya 

 

1. Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

IKU 1: Persentase realisasi penerimaan pajak  

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak 

Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan 

melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi 

Rencana Penerimaan Per KPP. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada 

Tahun 2024 mendapat mandat untuk mencapai penerimaan sebesar Rp. 

719.588.572.000 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor 

KEP239/WPJ.01/2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-

56/WPJ.01/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak 

Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di 

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Tahun  

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

104,00%

106,00%

108,00%
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112,00%

114,00%

CAPAIAN KINERJA 
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113,97%

102,54%
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Capaian Nilai Kinerja Organisasi
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Anggaran 2024. 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan 

Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga 

(SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan 

(SPMPP). 

 

• Formula IKU 

Realisasi Penerimaan Pajak 
X 100 % 

Target Penerimaan Pajak 

 

• Realisasi IKU 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024 

 
Kelompo
k Pajak 

Targe
t 2024 

Realisa
si 

2023 

Realisa
si 

2024 

% 
Growt

h 
2023 

% 
Growt

h 
2024 

% 
Penc. 
2023 

% 
Penc. 
2024 

A PPh Non 
Migas 

299,1
8 

262,88 304,71 (24.48
) 

15.91 102.4
2 

101.8
5 

B PPN & 
PPnBM 

273,8
4 

265,65 259,51 52.63 (2.31) 116.7
6 

94.77 

C PBB 126,4
6 

122,78 138,62 5.52 12.90 101.0
6 

109.6
2 

D Pajak 
Lainnya 

20,09 18,22 21,18 (8.76) 16.25 80.05 105.4
2 

E PPh 
Migas 

0 0 0 0 0 0 0 

Total Non 
PPh Migas 

719,5
8 

670,22 724,04 1.59 8.03 106.6
4 

100.6
2 

Total 
termasuk 
PPh Migas 

719,5
8 

670,22 724,04 1.59 8.03 106.6
4 

100.6
2 

Sumber : Appportal 

KPP Pratama Binjai dalam mengemban misi menghimpun penerimaan 

negara pada tahun 2024 memperoleh pencapaian sebesar Rp. 724.041.880.259 

dari target Rp. 719.588.572.000. atau sebesar 100,62 % dengan Pertumbuhan 

Bruto sebesar 105.58% dari target 100%. Tercapainya target penerimaan ini 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 18% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

Realisa
si 

15,12% 37,11% 37,11% 57,37% 57,37% 100,62% 100,62% 

Capaia
n 

84% 92,78% 92,78% 76,49% 76,49% 100,62% 100,62% 
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dikarenakan usaha pengawasan oleh Seksi Pengawasan, usaha ekstensifikasi 

wajib pajak , pemeriksaan yang efektif, serta penagihan aktif yang dilakukan oleh 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terhadap beberapa WP yang 

memiliki tunggakan pajak yang besar. 

Perbandingan Capaian Kinerja dalam kurun Waktu sampai dengan lima 

tahun terakhir sebagai berikut: 

 

Sumber : Appportal 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung 

pencapaian kinerja, antara lain: 

1. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching 

2. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor 

usaha. 

3. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, 

penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb 

4. Mengoptimalkan komunikasi ulang dengan WP baik via telepon maupun 

via kunjungan 

5. Memonitor apabila sudah ada APBDP untuk mengetahui penerimaan 

pajak dari instansi pemerintah 

6. Mempercepat pembayaran PBB Perkebunan dan Migas 

 

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, antara 

lain: 

1. Meneliti dan menindaklanjuti data matching 

2. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor 

usaha. 

3. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, 

penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb 

4. Menyusun Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak KPP 

5. Melakukan kunjungan/visit ke Satker2 yang penyerapan anggarannya 

masih rendah. 

6. Melakukan kunjungan ke lokasi WP 

 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi 

pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut 

antara lain: 

Nama IKU 
Realisasi 
Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak 

100.35% 129.28% 126.79% 106.64% 100.62% 



djp | LAKIN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI TAHUN 2024 24 

 

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian 

signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas 

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto 

mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang 

melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain: 

1. Pengawasan Wajib Pajak oleh Pegawai KPP Pratama Binjai yang 

mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai 

sektor 

2. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh KPP yang efektif 

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak meskipun target 

penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa 

kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain: 

1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan 

waktu untuk bisa diterapkan secara efektif 

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor 

yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah: 

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor pelayanan pajak 

dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024; 

2. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Seksi 

Pengawasan dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan 

yang telah disusun. 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan 

melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah 

efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis 

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan 

administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program 

yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang 

telah dilakukan antara lain: 

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang 

dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak 

dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga 

kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah. 

3. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi 

perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan. 
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4. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 

Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang 

terkait dengan perpajakan. 

 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan 

melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi 

penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah: 

1. Resiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan 

mengadakan bibingan dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak yang 

terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib Pajak 

Bendahara 

2. Resiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan 

menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak KPP. 

3. Resiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan 

melakukan pengawasan lebih intensif kepada sektor-sektor penentu 

penerimaan. 

 

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa 

kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut antara lain: 

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang 

diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan 

hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti 

laporan tersebut 

2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi 

kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan 

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional 

dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business 

process) 

 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social 

Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain: 

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk 

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan 

gender.  

2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah 

disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta 

memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang 

disabilitas. 

3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial 

bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring 

pengaman social 
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Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk: 

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai 

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan 

yang rentan terhadap perubahan iklim.  

2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi 

yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang 

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi 

ketidaksetaraan gender.  

4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta 

program bantuan langsung tunai. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan 

komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, 

terintegrasi, dan berkelanjutan;  

2. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak KPP 

tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan 

pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 

2025;  

3. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan 

per seksi Pengawasan yang andal; 

4. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan 

strategi pencapaian penerimaan tahun 2025;  

5. Melakukan analisa atas potensi penerimaan PPM dan Pengawasan atas 

sektor dominan penerimaan  

6. Melakukan kerjasama dengan KPPN dan BPKAD dalam rangka 

pengawasan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah  

7. Pengawasan realisasi penyerapan anggaran APBN, APBD dan APBDes 

untuk disandingkan kesesuaiannya dengan nilai setoran pajak yan 

diterima.  
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Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen  Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN 

dengan Target dan Realisasi Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 
Tahun 2024 

Renstra 
DJP 

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN 

Target 
Tahun 2024 

pada 
Perjanjian 
Kerja (PK) 

Realisasi 

Persentase 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak 

100 % - 100 % 
100.62 

% 

Sumber : Appportal 

 

Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan standar 

nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 
Nasional 
(APBN) 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak 

100 % 100 % 100.62% 

Sumber : Appportal 

 

IKU 2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas  

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui 

dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen 

sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen 

sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat 

diperhitungakan adalah maksimal 120%.  

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu 

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto 

nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit 

kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi 

penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.  

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih 

antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi 

penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, 
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penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah 105.58% dan Realisasi Deviasi 

Perencanaan Kas sebesar 100% dengan masing-masing bobot komponen 

adalah 50% sehingga capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menjadi 102.79%. 

 

• Realisasi IKU 

Tabel 2.1 Data Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto 

Nama Iku Bruto 2024 Bruto 2023 
Pertumbuhan 

2024 

Pertumbuhan 
Unit Kerja % 
(Maks 120%) 

Pertumbuhan 
Nasional % 

(Maks 120%) 

Realisasi 
IKU 

(40% 
Unit 

Kerja + 
60% 

Nasional) 

Indeks 
Realisasi 
Pertumbuhan 
Penerimaan 
Pajak Bruto 

735.928.196.594 677.008.568.531 8.70% 108.70% 103.50% 105.58% 

Sumber : Mandor 

 

Tabel 2.2 Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas 

Nama Iku Prognosa Realisasi 

Rata-
rata 

Deviasi 
bulan 
1-12 

Deviasi per Triwulan 
Deviasi 

s.d 
Tw4 

Realisasi 
IKU s.d 

Tw4 
(Maks. 
120%) 

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 

Deviasi 
Proyeksi 
Perencanaan 
Kas 

721.537.769.532 724.041.880.259 6.29% 6.17% 6.23% 5.77% 7.00% 6.29% 100 % 

Sumber : Mandor 

Tabel 2.3 Realisasi IKU 

Nama IKU 

Realisasi IKU 
Pertumbuhan 
Penerimaan 
Pajak Bruto 

Realisasi IKU 
Data Deviasi 

Proyeksi 
Perencanaan Kas 

Realisasi IKU 
2024 

(50% x b + 50% x 
c) 

a b c d 

Indeks Realisasi 
Pertumbuhan 
Penerimaan Pajak 
Bruto Dan Deviasi 
Proyeksi 
Perencanaan Kas 

105.58% 100% 102.79% 
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Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen  Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target 

dan Realisasi Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP 

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN 

Target Tahun 
2024 pada 
Perjanjian 
Kerja (PK) 

Realisasi 

Indeks Realisasi 
Pertumbuhan 
Penerimaan 
Pajak Bruto Dan 
Deviasi Proyeksi 
Perencanaan 
Kas 

- - 100 % 102.79 % 

Sumber : Mandor 

 

Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan standar 

nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar 
Nasional 
(APBN) 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Indeks Realisasi 
Pertumbuhan Penerimaan 
Pajak Bruto Dan Deviasi 
Proyeksi Perencanaan Kas 

100 % 100 % 102.79% 

Sumber : Mandor 

 

 

 

 

 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100 100 100 100 100 100 100 

Realisa
si 

108,38 110,00 110,00 97,03 97,03 102,79 102,79 

Capaia
n 

108,38 110,00 110,00 97,03 97,03 102,79 102,79 
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja, antara lain: 

1. Membuat trend penerimaan 

2. Mempercepat pembayaran PBB Perkebunan dan Migas 

3. Melakukan pendekatan ke Pertamina, PTPN dan Perusahaan besar 

lainnya terkait pembayaran PBB perkebunan dan migas agar dilakukan 

paling lambat bulan juni  

4. Penerbitan Himbauan Percepatan Pembayaran 

5. Membuat detail penerimaan PKM Pengawasan  

6. Menghitung Prognosa penerimaan dengan akurat untuk mendapatkan 

proyeksi riil penerimaan setiap bulan 

7. Memastikan pada saat penghitungan prognosa semua pembayaran 

yang akan masuk pada bulan berjalan sudah diperhitungkan oleh Seksi 

Pengawasan dan P3 dan melaporkannya kepada Seksi PKD paling 

lambat tanggal 15 tiap bulannyaMempercepat pembayaran PBB 

Perkebunan dan Migas 

 

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, antara 

lain: 

1. Memastikan pada saat penghitungan prognosa semua pembayaran 

yang akan masuk pada bulan berjalan sudah diperhitungkan oleh Seksi 

Pengawasan dan P3 dan melaporkannya kepada Seksi PKD paling 

lambat tanggal 15 tiap bulannya 

2. Melaksanakan rapat prognosa penerimaanMeningkatkan produktivitas 

dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas 

penerbitan SP2DK di Approweb 

 

2. Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

IKU 3: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP 

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan 

dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka 

Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 
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• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
PPM X 100 % 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

 

• Realisasi IKU 

Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM Tahun 

2024 

Bulan Target Realisasi Capaian 

Januari 32.778.656.000 32.766.614.284 99,96% 

Februari 29.634.311.000 29.627.040.609 99,98% 

Maret 37.836.874.000 37.827.591.259 99,98% 

April 52.147.913.000 52.135.119.418 99,98% 

Mei 39.907.953.000 39.898.162.188 99,98% 

Juni 50.843.337.000 50.830.862.738 99,98% 

Juli 53.869.982.000 53.856.765.941 99,98% 

Agustus 58.037.599.000 58.023.360.057 99,98% 

September 63.261.078.000 63.245.208.304 99,97% 

Oktober 109.529.459.000 109.501.587.210 99,97% 

November 58.178.590.000 58.164.316.675 99,98% 

Desember 82.416.783.000 86.612.988.221 105,09% 

TOTAL 668.442.535.000 672.489.616.904 100,61% 

Sumber : mandor 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase 
Realisasi 
Penerimaan Pajak 
Dari Kegiatan 
Pengawasan 
Pembayaran Masa 
(PPM) 

- 120,00% 120,00% 108,91% 100,61% 

Sumber : Mandor 

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen  Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan 

Target dan Realisasi Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen 
Perencanaan 

Kinerja 

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP 

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN 

Target 
Tahun 

2024 pada 
Perjanjian 
Kerja (PK) 

Realisasi 
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Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak Dari 
Kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa 
(PPM) 

100% 100% 100% 100,61% 

Sumber : Mandor 

Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan standar 

nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar 
Nasional 
(APBN) 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak Dari 
Kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100,00% 100,42% 100,61% 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024  

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja, antara lain: 

1. Melakukan penerbitan himbauan 

2. Konfirmasi, Klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada wajib pajak 

atau pihak terkait, 

3. Menyelenggarakan in house training bagi AR 

4. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan 

5. Mengintensifkan komunikasi dgn Satker Instansi Pemerintah 

Pusat/Daerah dalam realiasasi belanja 

6. Meminta kepada Wajib Pajak untuk melakukan percepatan pembayaran 

PBB 

7. Memanfaatkan bahan baku yang ada untuk meningkatkan PPM 

 

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, antara 

lain: 

1. Melakukan kunjungan/visit ke lokasi WP 

2. Menghubungi WP via telepon/WA 

3. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan 

SP2DK atas data pemicu tahun 2024 di Approweb dan analisis mandiri 

4. Melakukan analisa perilaku pembayaran Wajib Pajak baik yang 

mengalami kenaikan maupun penurunan 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 18% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

Realisa
si 

15,06% 36,44% 36,44% 57,43% 57,43% 100,61% 100,61% 

Capaia
n 

83,67% 91,10% 91,10% 76,57% 76,57% 100,61% 100,61% 
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• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

- Melakukan analisa atas potensi penerimaan PPM dan Pengawasan atas 

sektor dominan penerimaan 

- Mengoptimalkan penerimaan PBB dimulai dari kegiatan penilaian, 

penerbitan SPPT dan pengawasan pembayaran PBB ditahun berjalan. 

- Melakukan kerjasama dengan KPPN dan BPKAD dalam rangka 

pengawasan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah 

- Pengawasan realisasi penyerapan anggaran APBN, APBD dan APBDes 

untuk disandingkan kesesuaiannya dengan nilai setoran pajak yan 

diterima. 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian 

signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas 

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas 

sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi 

prestasi penerimaan pajak, antara lain: 

− Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu 

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 

− Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) oleh DJP 

yang efektif 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

− Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang 

dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan DSE dan 

KPDL 

− Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak 

dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga 

kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah 

− Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 

Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang 

terkait dengan perpajakan 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

− Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan 

memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan 

sosialisasi kepada Wajib Pajak. 

− Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi 

dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun 

budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan. 
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• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

− optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil 

pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti 

laporan tersebut. 

 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian 

IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social 

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan 

khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat. 

− Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk 

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan 

gender.  

− Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah 

disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta 

memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang 

disabilitas.  

− Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial 

bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring 

pengaman sosial. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

− Penerimaan pajak yang optimal dapat mendukung pendanaan program-

program pencegahan stunting, seperti penyuluhan gizi, perbaikan akses 

air bersih, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

− Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pembayaran 

pajak, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara yang 

kemudian dapat dialokasikan untuk program-program yang berfokus 

pada perubahan iklim, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan 

peningkatan efisiensi energi. 

− Penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat mendanai berbagai inisiatif 

yang mendukung kesetaraan gender, seperti pendidikan untuk 

perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan terhadap 

kekerasan berbasis gender. 

− Pengawasan yang baik terhadap pembayaran pajak memastikan bahwa 

pajak yang terkumpul lebih besar, sehingga pemerintah memiliki lebih 

banyak anggaran untuk mendukung berbagai program sosial dan 

lingkungan. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan 

penghindaran pajak, yang pada gilirannya akan membatasi kemampuan 

pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 
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Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

- Melakukan analisa atas potensi penerimaan PPM dan Pengawasan atas 

sektor dominan penerimaan 

- Melakukan kerjasama dengan KPPN dan BPKAD dalam rangka 

pengawasan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah 

- Pengawasan realisasi penyerapan anggaran APBN, APBD dan APBDes 

untuk disandingkan kesesuaiannya dengan nilai setoran pajak yan 

diterima. 

 

IKU 4: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 

WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT 

Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan 

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh 

dengan memperhatikan kualitas waktu; 

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak, yang meliputi: 

 a. SPT 1771 dan SPT 1771$  yang dilaporkan oleh Badan; 

 b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi 

Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh 

WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT 

Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya 

pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib 

Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan 

status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint 

operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative 

Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-

9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau 

tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil 

kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi 

dan Penilaian. 

• Formula IKU 

(1,2) x Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang 
disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT + Jumlah SPT 

Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat 
waktu oleh WP Wajib SPT 

X 100 
% 

Target WP yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 
Pajak 2023 
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• Realisasi IKU 

Ba
da
n 

OP
K 

OP
NK 

SP
T 

Ma
suk 

WP Wajib 
SPT 

Bukan WP 
Wajib SPT Waj

ib 
SP
T 

Tar
get 
SP
T 

Realisasi IKU 
 

Te
pat 
Wa
ktu 

Terla
mbat 

Te
pat 
Wa
ktu 

Terla
mbat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
(10
) 

(11)= 
((5x1,2)+6+7+
8)/10)x100% 

1.7
00 

36.
207 

7.4
52 

45.
359 

31.
168 

3.210 
7.1
08 

3.873 
73.
719 

50.
692 

101.78% 

Sumber : Mandor 

KPP Pratama Binjai berhasil mencapai target kepatuhan SPT Tahunan 

Tahun 2024, dengan capaian 101,78%. Hal ini diperoleh dari pelaporan SPT 

Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. SPT 

Tahunan yang berhasil dikumpulkan adala 43.659 SPT Tahunan PPh OP, 

dan 1.700 SPT Tahunan PPh Badan. Dari seluruh jumlah ini, Sebagian besar 

dilaporkan secara tepat waktu oleh wajib pajak, baik WP OP dan WP 

Badan. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu ini akan dikalikan 

dengan bobot 1,2, sedangkan yang terlambat dikalikan bobot 1,0. Hal inilah 

yang kemudian juga mendukung KPP Pratama Binjai bisa mencapai target 

kepatuhan SPT yang dipercayakan, dimana realisasi akhir yang dicapai 

adalah 101,78%. 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase Capaian 
Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian Spt 

81,18% 100,30% 100,96% 103,66% 101,78% 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

Realisa
si 

97,78% 79,11% 79,11% 82,22% 82,22% 101,78% 101,78% 

Capaia
n 

162,97% 98,89% 98,89% 91,36% 91,36% 101,78% 101,78% 



djp | LAKIN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI TAHUN 2024 37 

 

Tahunan Pph Wajib Pajak 
Badan Dan Orang Pribadi 

Sumber : Mandor 

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Binjai memiliki capaian 

yang sangat baik selama 5 tahun terakhir, dimana sejak 2021 hingga 2024 

berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, 

capaian kepatuhan SPT Tahunan memang ada dibawah target, yakni 

81,18% dikarenakan pandemi Covid-19 yang merebak. Akan tetapi, KPP 

Pratama Binjai berhasil mengantisipasi dan menyusun strategi yang baik di 

tahun 2021 sehingga target Kepatuhan SPT Tahunan berhasil dicapai. 

Prestasi yang baik ini berhasil dipertahankan sejak 2021 hingga 2024. 

Harapannya, strategi ini juga bisa membuahkan hasil yang baik untuk 

mencapai Target Kepatuhan SPT Tahunan di tahun 2025 oleh KPP Pratama 

Binjai.  

 

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen  Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN 

dengan Target dan Realisasi Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen 
Perencanaan 

Kinerja 

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP 

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN 

Target 
Tahun 

2024 pada 
Perjanjian 
Kerja (PK) 

Realisasi 

Persentase 
Capaian Tingkat 
Kepatuhan 
Penyampaian Spt 
Tahunan Pph 
Wajib Pajak 
Badan Dan Orang 
Pribadi 

100% 100% 100% 101,78% 

Sumber : Mandor 

Dibandingkan dengan Target Tahun 2024 yang dituangkan dalam 

Dokumen Renstra dan RPJMN, KPP Pratama Binjai berhasil melapaui 

target tersebut dengan realisasi 101,78%. Hal ini didorong oleh beberapa 

hal, yakni: 

1. Adanya dukungan dari Board of Director (BoD) selaku pimpinan di 

KPP Pratama Binjai 

2. Adanya kerja sama antara seluruh pegawai di KPP Pratama Binjai 

3. Adanya strategi yang baik untuk mencapai target kepatuhan di 

2024 
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4. Adanya kerja sama yang baik, yang dibangun oleh KPP Pratama 

Binjai dengan pihak ketiga untuk menjaring seluruh WP KPP 

Pratama Binjai lapor SPT Tahunan.  

 

 

 

 

 

Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan 

standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar 
Nasional 
(APBN) 

Realisasi 
Tahun 2024 

Persentase Capaian 
Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian Spt 
Tahunan Pph Wajib 
Pajak Badan Dan 
Orang Pribadi 

100,00% 108,52% 101,78% 

Sumber : Mandor 

Target kepatuhan SPT Tahunan yang dicapai oleh KPP Pratama Binjai 

berhasil melampaui target tahun 2024, dengan hasil akhir 101,78%, 

meskipun masih dibawah standar nasional yang ditetapkan. Akan tetapi, 

capaian 101,78% yang dirain di tahun 2024 ini tetap dianggap baik karena 

seluruh upaya telah dikerahkan untuk mencapai target yang diberikan. 

Upaya perbaikan tentu akan dilakukan untuk memastikan ada peningkatan 

realisasi kepatuhan SPT Tahunan di 2025 agar realisasi di 2025 tidak hanya 

mencapai target, namun bisa menyamai standar nasional yang akan 

ditetapkan di 2025.  

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Realiasi Kinerja yang mencapai target ini didasari oleh beberapa hal, yakni: 

1. Dibukanya asistensi pelaporan pajak di aula KPP Pratama Binjai, 

dimana seluruh pegawai terlibat sebagai asisten WP dalam 

melaporkan SPT tahunannya 

2. Dibukanya pojok pajak di beberapa tempat umum yang ramai 

dikunjungi oleh wajib pajak. Beberapa diantaranya adalah: Malll 

Binjai Super Mall, Tanah Lapang Binjai, dll 

3. Kunjungan pajak sekaligus pojok pajak di kantor-kantor 

pemerintahan agar seluruh PNS di Kota Binjai dan Langkat bisa 

melaporkan SPT Tahunannya, termasuk di kantor kepolisian dan 

satuan tantara yang ada di binjai dan langkat.  

4. Dibukanya pojok pajak di beberapa perusahaan yang memiliki 

pegawai yang banyak, yaitu: Kebun Langkat Nusantara Kepong 

(LNK) yang ada di binjai dan langkat. 
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5. Kegiatan edukasi yang genjar dilakukan untuk memastikan WP 

mengingat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang 

salah satunya adalah tepat waktu dalam pelaporan SPT Tahunan. 

6. Melakukan WhatsApp blast untuk mengingatkan wajib pajak 

melaporkan SPT Tahunan. 

7. Menyurati wajib pajak badan dan Instansi Pemerintah untuk segera 

menerbitkan bukti potong dan mengingatkan seluruh pegawainya 

untuk segera melaporkan SPT Tahunan.  

 

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

1. Keberhasilan dalam mencapai realisasi IKU ini dipengaruhi oleh 

beberapa factor, yaitu: 

a. Adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara seluruh 

pegawai KPP Pratama Binjai 

b. Adanya kegiatan pojok pajak dan asistensi yang membantu 

wajib pajak 

c. Adanya panduan pelaporan SPT, baik melalui leaflet, tutotial 

youtube, dsb yang memudahkan WP dalam melaporkan 

SPT Tahunan 

2. Beberapa factor yang cenderung menghambat KPP Pratama Binjai 

dalam mencapai realisasi ini adalah: 

a. Wilayah kerja yang sangat luas, meliputi kota binjai dan 

langkat, menjadikan banyak wajib pajak yang malas datang 

ke kantor untuk asistensi pelaporan SPT, terutama yang 

jauh dari lokasi kantor. 

b. Banyak wajib pajak yang masih belum melek teknologi 

sehingga kesulitan dalam pelaporan SPT Tahunan secara 

mandiri. 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ini juga dilakukan 

dengan melakukan efisiensi terhadap setiap sumber daya organisasi 

yang ada, yaitu: 

1. Membuat video tutorial pelaporan SPT Tahunan yang disebar 

melalui media social sehingga WP bisa melaporkan sendiri SPT 

Tahunannya dari rumah, tanpa perlu dibantu oleh pegawai 

2. Menyebarkan konten-konten terkait pelaporan SPT Tahunan untuk 

membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. 

3. Membuat jadwal satgas SPT Tahunan agar seluruh pegawai tetap 

bisa membantu WP dan tetap bisa mengerjakan pekerjaan 

utamanya. 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 
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Beberapa program/ kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan mencapai 

target adalah: 

1. membuka asistensi pelaporan SPT Tahunan 

2. membuka pojok pajak di tempat umum dan tempat-tempat lainnya 

3. melakukan wa blast  

4. melakukan edukasi secara rutin di helpdesk agar wp patuh dalam 

menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Beberapa risiko yang mungkin terjadi adalah: 

1. Risiko dimana Wajib pajak malas datang ke kantor karena jauh dari 

lokasi kediaman, dimitigasi dengan membuka pojok pajak di tempat 

umum, dan lokasi lain yang ramai dikunjungi wajib pajak. 

2. Risiko dimana Jumlah antrian yang mungkin membeludak saat 

asistensi pelaporan SPT di KPP Pratama Binjai, dimitigasi dengan 

membuka pojok pajak di luar kantor, dan membuat serta 

menyebarkan tutorial pelaporan SPT Tahunan. 

3. Risiko dimana Wajib pajak lupa tenggat pelaporan SPT Tahunan, 

dimitigasi dengan melakukan wa blast sepanjang januari hingga 

maret 2024.  

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Beberapa kendala yang dihadapi saat mencapai target ini adalah: 

1. Wajib pajak yang belum melek teknologi, yang diatasi dengan 

mencetak leaflet dan menjelaskan secara rinci terkait pelaporan 

SPT Tahunan. 

2. Lokasi wajib pajak yang jauh dari kantor, diatasi dengan membuka 

lokasi pojok pajak yang dekat dengan kediaman wajib pajak. 

3. Wajib pajak yang sering lupa akan kewajibannya, diatasi dengan 

melakukan kegiatan edukasi yang rutin dan komprehensif serta 

melakukan wa blast untuk mengingatkan wajib pajak melapor SPT 

Tahunan.  

 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat 

pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and 

Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. 

Tercapainya IKU kepatuhan ini tentu berimplikasi kepada Gender 

Equality, Disability, and Social Inclusion. Semakin patuh wajib pajak 

dalam melaporkan SPT Tahunan, maka penerimaan pajak yang bisa 

diperoleh negara juga pasti akan meningkat. Selain itu, kepatuhan dalam 

pelaporan SPT Tahunan juga bisa memberikan data lebih lengkap dan 
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komprehensif yang dapat diolah dan diperiksa oleh DJP sehinga dapat 

menambah penerimaan negara juga. 

Peningkatan dalam penerimaan pajak inilah yang pada akhirnya akan 

digunakan dalam pembangunan yang dapat mendukung GEDSI, dimana 

beberapa diantaranya adalah: dibangunnya fasilitas untuk masyarakat 

penyandang disabilitas, dibangunnay fasilitas umum untuk ibu menyusui, 

tersediannya fasilitas umum seperti toilet umum yang layak, dll.  

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Sama halnya dengan pengaruh IKU ini terhadap GEDSI, kepatuhan 

dalam pelaporan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan realisasi 

penerimaan negara akan berdampak juga terhadap beberapa isu 

potensial, yakni perubahan iklim, pencegahan stuntin, kesetaraan gender, 

dan pengentasan kemiskinan. Mengatasi masalah-masalah ini pasti 

membutuhkan dana yang sangat besar sehingga dibutuhkan penerimaan 

pajak yang cukup. Tercapainya kepatuhan SPT Tahunan yang akhirnya 

akan meningkatkan penerimaan pajak diharapkan bisa cukup untuk 

mendanai program dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi isu 

perubahan iklim, stunting dan isu-isu lainnya.  

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

Untuk mencapai target kepatuhan SPT Tahunan tahun 2025, KPP Pratama 

Binjai akan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan baik di 

2024, dan memperbaiki kegiatan yang belum berjalan dengan baik. Berikut 

adalah rincian lengkap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai 

target kepatuhan SPT Tahunan di 2025: 

1. Membentuk satuan tugas penerimaan SPT Tahunan yang dibuka di 

Aula SPT Tahunan 

2. Membuka pojok pajak di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi 

wp, seperti mall, tanah lapang binjai, dll 

3. Membuka pojok pajak di kantor instansi pemerintah di binjai dan langkat 

4. Membuka pojok pajak di kantor perusahaan yang memiliki pegawai 

dengan jumlah yang besar, seperti kebun Langkat Nusantara Kepong 

(LNK), Tirta Investama (AQUA), dll 

5. Melakukan kegiatan edukasi di helpdesk 

6. Membuat dan menyebarkan konten yang berisi tutorial pelaporan spt 

tahunan melalui media social kantor. 

Seluruh kegiatan ini, rencananya akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025. 

 

3. Sasaran Strategis :  Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 
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IKU 5: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Kepatuhan Material (PKM) 

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP 

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan 

dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.  

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

Target PKM KPP Pratama Binjai Tahun 2024 adalah sebesar Rp 

51.146.037.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.541.864.712 sehingga indeks 

capaiannya sebesar 100.77%. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja, antara lain: 

1. Melakukan penerbitan himbauan 

2. Konfirmasi, Klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada wajib pajak 

atau pihak terkait, 

3. Menyelenggarakan in house training bagi AR 

4. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan 

5. Mengintensifkan komunikasi dgn Satker Instansi Pemerintah 

Pusat/Daerah dalam realiasasi belanja 

6. Meminta kepada Wajib Pajak untuk melakukan percepatan pembayaran 

PBB 

7. Memanfaatkan bahan baku yang ada untuk meningkatkan PPM 

 

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, antara 

lain: 

1. Melakukan kunjungan/visit ke lokasi WP 

2. Menghubungi WP via telepon/WA 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 15,74% 43,78% 43,78% 56,72% 56,72% 100,77% 100,77% 

Capaian 62,96% 87,56% 87,56% 75,63% 75,63% 100,77% 100,77% 
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3. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan 

SP2DK atas data pemicu tahun 2024 di Approweb dan analisis mandiri 

4. Melakukan analisa perilaku pembayaran Wajib Pajak baik yang 

mengalami kenaikan maupun penurunan 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang 

capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung 

pencapaian kinerja, antara lain: 

- Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalian potensi 

terhadap WP yang potensial seperti WP HWI, perusahaan 

grup, transaksi afiliasi, termasuk WP OP non peserta PPS 

- Mengajukan usulan pemeriksaan melalui portal P2 bagi WP 

tidak patuh 

- Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalian potensi 

terhadap WP yang terdapat di dalam daftar DPP 

- Melakukan kegiatan penggalian potensi yang aktif terhadap 

Wajib Pajak yang ada pada DSP4 danmelakukan profiling 

WP 

- Menitikberatkan pada DPP, serta konsentrasi untuk 

penyelesaian DPP Semester I 

- Mempercepat penyelesaian LHP2DK untuk SP2DK 

Outstanding serta menerbitkan STP di luar tahun berjalan 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai 

hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau 

peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara 

lain: 

o Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja 

realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan 

pengawasan Wajib Pajak oleh 

AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus 

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di 

berbagai sektor sehingga penerimaan dari 

aktivitas PKM dapat mencapai target yang sudah 

ditetapkan. 

o Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan 

Polonia ialah terus melakukan penjagaan, 
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pengawasan dan tindaklanjut terhadap data PKM 

yang sudah disediakan agar dapat memenuhi 

target penerimaan dengan turut berkoordinasi 

dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I. 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi 

terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan 

digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan 

mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan 

membentuk basis data yang memudahkan analisis atas 

pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat 

dilakukan dengan efisien. 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang 

telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun 

program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan 

pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun 

daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan 

pengawasan lebih terarah. 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa 

kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah 

melakukan kunjungan kerja (visit) kepada Wajib Pajak untuk  

penggalian potensi, Melakukan Sharing Session/Coaching 

kepada  AR untuk menjelaskan strategi pengamanan 

penerimaan pajak yang ditetapkan, Pemantauan rutin melalui 

aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb), Melaksanakan kegiatan 

bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalian 

potensi dan Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut 

kinerja PKM melalui rapat komite kepatuhan,rapat pembinaan 

dan atau rapat BoD 

‘ 
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• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU 

dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social 

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, 

and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang 

responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, 

termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya, serta pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor 

yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam 

perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan 

iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 

kemiskinan ekstrem 

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam 

perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 

kemiskinan ekstrem dll. 

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat 

memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat 

digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang 

rentan terhadap perubahan iklim. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya: 

• Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalian potensi 

terhadap WP yang potensial seperti WP HWI, perusahaan grup, 

transaksi afiliasi, termasuk WP OP non peserta PPS 

Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalian potensi 

terhadap WP yang terdapat di dalam daftar DPP 

• Melakukan kegiatan penggalian potensi yang aktif terhadap Wajib 

Pajak yang ada pada DSP4 danmelakukan profiling WP 

• Menitikberatkan pada DPP, serta konsentrasi untuk penyelesaian 

DPP Semester I 

• Mempercepat penyelesaian LHP2DK untuk SP2DK Outstanding 

serta menerbitkan STP di luar tahun berjalan 
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4. Sasaran Strategis : Edukasi dan pelayanan yang efektif 

IKU 6: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan 

 

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta 

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan 

intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi 

serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong 

untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan 

Perilaku  

 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah 

kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara 

aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. 

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi 

sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau 

tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai 

kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. 

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi 

kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.  

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah 

maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. 

 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal 

periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP 

dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan 

Edukasi Perpajakan tahun 2024. 

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan 

rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat 

melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, 

sebelum dilakukan persetujuan. 

 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif 

dan DSPT mandiri.  

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi 

perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema 

III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan 

sebagai DSPT tema II. 
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Sub IKU Perubahan Perilaku 

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah 

sebagai berikut. 

1. Perubahan Perilaku Pelaporan 

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. 

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi 

edukasi yang disampaikan. 

2. Perubahan Perilaku Pembayaran 

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak 

jatuh tempo; 

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; 

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 

 

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk 

Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024 

• Formula IKU 

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan 
Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} 

 

• Realisasi IKU 

IKU 

Kegiatan 
Perubahan Perilaku 

Realis
asi 
IKU 

Capaian IKU 
Lapor Bayar 

Cap
ain 

Rasi
o 

(8,5
%) 

Capai
an 

Rasio 
(28,12

%) 

Capai
an 

Rasio 
(42,18

%) 

s.d 
Q1 
(10
%) 

s.d 
Q2 
(40
%) 

s.d 
Q3 
(60
%) 

s.d 
Q4 
(74
%) 

Perubah
an 
Perilaku 
Lapor 
Dan 
Bayar 
Atas 
Kegiata
n 
Edukasi 
Dan 
Penyulu
han 

100
% 

18,5
0% 

120% 
28,12

% 
97,39

% 
42,18

% 
88,80

% 
120
% 

120
% 

120
% 

120
% 

Sumber: mandor 

Salah satu cara dalam mengamankan penerimaan negara adalah dengan 

cara melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan 

membayar kewajiban perpajakannya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan 

melakukan sosialisasi pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak, mengadakan 
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penyuluhan atau kelas Pajak, melakukan visit kepada Wajib Pajak, dan 

penjaminan kualitas data yang diproduksi KPP untuk digunakan sebagai data 

pembanding untuk menguji kebenaran, kelengkapan dan kejelasan SPT Wajib 

Pajak. 

Persentase realisasi edukasi perpajakan tercapai 88,80% dari target 74% 

yang artinya capaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk IKU ini adalah 

120%. Capaian iku ini ditentukan oleh capaian 3 rasio yaitu 25% Rasio Kegiatan, 

30% Rasio Perubahan Perilaku Lapor dan 45% Rasio Perubahan Perilaku Bayar. 

Untuk rasio kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mencapai 18,50%, 

rasio perilaku lapor 28,12% dan rasio perilaku bayar 42,18%. Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dalam mendukung tercapainya iku persentase efektivitas kegiatan 

edukasi dan pelayanan ini adalah: 

❖ Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Perpajakan; 

❖ Pelatihan Pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing; 

❖ Sosialisasi atas permintaan pihak lain seperti bimbingan teknis kewajiban 

perpajakan bagi bendahara pemerintah dan implementasi aplikasi e-bupot. 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar 
Atas Kegiatan Edukasi Dan 
Penyuluhan 

120% 120% 

Sumber : Mandor 

Persentase realisasi Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan 

Edukasi Dan Penyuluhan sebesar 120%. Hal ini dapat tercapai karena 

mengulang keberhasilan yg dicapai pada tahun sebelumnya yaitu tahun 

2023.  

 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

Realisasi 32% 88,03% 88,03% 88,41% 88,41% 88,80% 88,80% 

Capaian 321,10% 220,08% 220,08% 147,35% 147,35% 120,00% 120,00% 
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Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) 

dengan Target dan Realisasi Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen 
Perencanaan 

Kinerja 

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP 

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN 

Target 
Tahun 2024 

pada 
Perjanjian 
Kerja (PK) 

Realisasi 

Perubahan 
Perilaku Lapor 
Dan Bayar Atas 
Kegiatan Edukasi 
Dan Penyuluhan 

- - 74,00% 88,80% 

Sumber : Mandor 

Persentase realisasi Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan 

Edukasi Dan Penyuluhan tercapai 88,80% dari target pada perjanjian kerja 

74,00%. 

Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan 

standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 
2024 

Standar 
Nasional 
(APBN) 

Realisasi 
Tahun 2024 

Perubahan Perilaku 
Lapor Dan Bayar 
Atas Kegiatan 
Edukasi Dan 
Penyuluhan 

74,00% 120,00% 120,00% 

Sumber : Mandor 

Persentase Realisasi Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan 

Edukasi Dan Penyuluhan tercapai 120,00% dari target 74,00% serta 

mencapai target Standar Nasional (APBN) 120,00%. 

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah dengan mengedukasi 

Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM untuk melakukan pembayaran dan 

pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak yang status NPWP-nya Non 

Efektif. 

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 
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Wajib Pajak pelaku UMKM berhasil diedukasi sehingga memenuhi 

kewajiban perpajakannya yaitu bayar dan lapor 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Penggunana Sumber Daya baik Manusia maupun material sudah 

dimanfaatkan dengan maksimal dengan melakukan sinergi kepada 

seluruh Seksi demi tercapainya target IKU.  

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah dengan 

Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Perpajakan; Pelatihan Pengisian SPT 

Tahunan melalui e-Filing; Sosialisasi atas permintaan pihak lain seperti 

bimbingan teknis kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah dan 

implementasi aplikasi e-bupot. 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu Podcast 

2. Menambah platform baru untuk penyampaian informasi perpajakan 

3. Mengoptimalkan Tim Media Sosial KPP 

4. Membuat checklist kontrol surat permohonan yang masuk beserta 

progress penyelesaiannya 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Kendala yang dihadapi adalah resistennya Wajib Pajak dalam menerima 

edukasi perpajakan serta Langkah yang diambil adalah diusulkan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat 

pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and 

Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. 

Tersedianya fasilitas parkiran khusus Wanita dan prioritas, kursi roda 

dengan jalur khusus, serta sofa prioritas untuk pengguna layanan 

perpajakan. 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Dengan tercapainya target pada IKU ini diharapkan dapat membantu 

upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan 

adaptasi perubakan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, 

pengentasan kemiskinan ekstrem 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

Rencana aksi masih mengadopsi tahun sebelumnya yaitu: 

1. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu Podcast 

2. Menambah platform baru untuk penyampaian informasi perpajakan 

3. Mengoptimalkan Tim Media Sosial KPP 
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4. Membuat checklist kontrol surat permohonan yang masuk beserta 

progress penyelesaiannya 

5. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang system perpajakan yang baru 

yaitu Coretax 

 

IKU 7 : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 

pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang 

efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan 

stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor 

Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. 

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang 

dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut. 

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas 

pelayanan yang diberikan oleh KPP. 

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi 

perpajakan yang dilakukan oleh KPP. 

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh 

Kanwil DJP. 

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat. 

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP 

melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja 

sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan 

Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. 

Survei tersebut mengukur: 

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;  

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan 

sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil 

survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. 

 

• Formula IKU 

Indeks Hasil Survei 

 

• Realisasi IKU 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

Sumber : Laporan Hasil Survei 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

Realisasi 6,22% 6,35% 12,57% 6,38% 18,95% 94% 111,80% 

Capaian 124,40% 127,00% 125,70% 127,60% 126,33% 110,35% 111,80% 
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Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang 

efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan 

layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur tingkat 

kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan 

perpajakan, yang mana target untuk tahun 2024 adalah 85 dan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai mampu mencapai target tersebut 

dengan realisasi 93,8. Capaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, 

dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi 

perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan 

persepsi atas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sudah sangat 

baik. 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Indeks 
Kepuasan 
Pelayanan 
Dan Efektivitas 
Penyuluhan 

112.09% 108.08% 112.69% 101.88% 111,80% 

Sumber : Laporan Hasil Survei 

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan tercapai 

111,80% 

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN 

(jika ada) dengan Target dan Realisasi Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 
Tahun 2024 

Renstra 
DJP 

Target 
Tahun 2024 

RPJMN 

Target 
Tahun 

2024 pada 
Perjanjian 
Kerja (PK) 

Realisasi 

Perubahan 
Perilaku Lapor 
Dan Bayar Atas 
Kegiatan 
Edukasi Dan 
Penyuluhan 

100,00% 100,00% 74,00% 88,80% 

Sumber : Laporan Hasil Survei 

Persentase realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas 

Penyuluhan tercapai 111,80% dari target yang terdapat dalam dokumen 
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Rencana Kerja (Renja), Rencana Strageis DJP Tahun 2020-2024, dan 

RPJMN (jika ada) sebesar 100%. 

 

Perbandingan antara realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan 

standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar 
Nasional 
(APBN) 

Realisasi 
Tahun 2024 

Perubahan Perilaku 
Lapor Dan Bayar Atas 
Kegiatan Edukasi Dan 
Penyuluhan 

74,00% 120,00% 111,80% 

Sumber : Laporan Hasil Survei 

Persentase realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas 

Penyuluhan tercapai 111,80% dari target 100% dan Standar Nasional 

(APBN) sebesar 120%. 

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Selalu memberikan pelayanan prima kepada semua Wajib Pajak yang 

menggunakan layanan perpajakan untuk menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dengan selalu memberikan layanan prima kepada semua Wajib Pajak 

yang menggunakan layanan perpajakan maka tercapai keberhasilan 

kinerja 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Setiap pegawai yang bertugas pada Loket TPT maupun Helpdesk selalu 

melakukan rapat rutin bulanan serta melakukan briefing terkait layanan 

prima. 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program yang menunjang keberhasilan adalah dengan menyediakan 

fasilitas yang memudahkan serta memberikan kenyaman pada Wajib 

Pajak seperti parkir khusus Wanita, parkir prioritas, jalur prioritas, kursi 

roda, sofa prioritas, air minum mineral, area free charging, kotak 

kesempurnaan, lemari formulir, ruang baca, loket prioritas, layanan 

mandiri, taman bermain, masjid, toilet khusus, ruang tunggu yang 

nyaman, televisi kunjungan, mesin antrian dan taman satu hati. 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu Podcast 
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2. Menambah platform baru untuk penyampaian informasi 

perpajakan 

3. Mengoptimalkan Tim Media Sosial KPP 

4. Membuat checklist kontrol surat permohonan yang masuk beserta 

progress penyelesaiannya 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Kendala yang dihadapi adalah resistennya Wajib Pajak dalam menerima 

layanan perpajakan serta langkah yang diambil adalah terus melakukan 

percakapan persuasif sehingga Wajib Pajak dapat menerima layanan 

yang disampaikan. 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat 

pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and 

Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. 

Tersedianya fasilitas parkiran khusus Wanita dan prioritas, kursi roda 

dengan jalur khusus, serta sofa prioritas untuk pengguna layanan 

perpajakan. 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Dengan tercapainya target pada IKU ini diharapkan dapat membantu 

upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan 

adaptasi perubakan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, 

pengentasan kemiskinan ekstrem 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

Rencana aksi masih mengadopsi tahun sebelumnya yaitu: 

6. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu Podcast 

7. Menambah platform baru untuk penyampaian informasi perpajakan 

8. Mengoptimalkan Tim Media Sosial KPP 

9. Membuat checklist kontrol surat permohonan yang masuk beserta 

progress penyelesaiannya 

10. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang system perpajakan yang 

baru yaitu Coretax 

 

5. Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

IKU 8 : Persentase pengawasan pembayaran masa 

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan 

pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan 

tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh 

tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa 
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dibagi menjadi: a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan 

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis 

Kewilayahan).  

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran 

masa 

128.05 % 118.94 % 120% 118.67% 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

− Melakukan kunjungan kerja dengan Surat Tugas ke lokasi udaha wajib 

pajak untuk menyampaikan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

− Melakukan pengawasan pembayaran masa tahun berjalan wajib pajak 

yang belum melakukan kewajiban perpajakannya 

− Melakukan penelitian dan konfirmasi data kepada WP terkait kenaikan 

angsuran PPh Pasal 25 

− Menambah Wajib Pajak Baru Melalui Kegiatan KPDL terutama bagi 

Wajib Pajak Usaha yang belum ber-NPWP untuk mencapai target 

pembayaran 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

− Keberhasilan yang telah dicapai dikarenakan tingkat penerbitan STP 

dan SP2DK tahun berjalan mengalami pertumbuhan dan peningkatan 

yang cukup signifikan 

− Tingkat pembayaran Wajib Pajak baru hasil KPDL mengalami 

pertumbuhan pembayaran dan peningkatan jumlah pajak yang 

dibayarkan. 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 93,34% 115,69% 115,69% 110,74% 110,74% 118,67% 118,67% 

Capaian 103,71% 128,54% 128,54% 123,04% 123,04% 131,86% 131,86% 
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− Pembagian wilayah kerja yang efisien dibandingkan dengan jumlah 

Account Representative yang memungkinkan pengawasan dilakukan 

lebih efektif 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

− Terdapat kegiatan penunjang yang dilakukan oleh seksi pengawasan 

diantaranya pengumpulan data lapangan sehingga menjadi bahan baku 

untuk dilakukan pengawasan maupun kegiatan ekstensifikasi dalam 

rangka meningkatkan jumlah wajib pajak baru terdaftar 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian penambahan Wajib 

Pajak baru hasil tindak lanjut DSE 

2. Menyelesaikan SP2DKE Outstanding paling lambat pada bulan Juni 

Tahun 2024 

3. Menambah Wajib Pajak Baru Melalui Kegiatan KPDL terutama bagi 

Wajib Pajak Usaha yang belum ber-NPWP untuk mencapai target 

pembayaran 

4. Melakukan penelitian dan konfirmasi data kepada WP terkait 

kenaikan angsuran PPh Pasal 25 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

− Wajib Pajak dengan omset dibawah Rp 500.000.000/ tahun tidak 

dikenakan PPh Final, hal ini diatasi dengan melakukan penggalian 

lanjutan diantaranya terhadap faktur pajak yang menggunakan NPWP 

000 

 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat 

pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and 

Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. 

− Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk 

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan 

gender.  

− Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah 

disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum 

serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang 

disabilitas.  

− Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial 

bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program 

jaring pengaman sosial. 
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• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

− Penerimaan pajak yang optimal dapat mendukung pendanaan 

program-program pencegahan stunting, seperti penyuluhan gizi, 

perbaikan akses air bersih, dan peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan ibu dan anak.  

− Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pembayaran 

pajak, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara yang 

kemudian dapat dialokasikan untuk program-program yang berfokus 

pada perubahan iklim, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan 

peningkatan efisiensi energi.  

− Penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat mendanai berbagai inisiatif 

yang mendukung kesetaraan gender, seperti pendidikan untuk 

perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan terhadap 

kekerasan berbasis gender.  

− Pengawasan yang baik terhadap pembayaran pajak memastikan 

bahwa pajak yang terkumpul lebih besar, sehingga pemerintah memiliki 

lebih banyak anggaran untuk mendukung berbagai program sosial dan 

lingkungan. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan 

penghindaran pajak, yang pada gilirannya akan membatasi 

kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian penambahan Wajib 

Pajak baru hasil tindak lanjut DSE 

2. Menyelesaikan SP2DKE Outstanding  

3. Menambah Wajib Pajak Baru Melalui Kegiatan KPDL terutama bagi 

Wajib Pajak Usaha yang belum ber-NPWP untuk mencapai target 

pembayaran 

4. Melakukan penelitian dan konfirmasi data kepada WP terkait 

kenaikan angsuran PPh Pasal 25 

 

6. Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif  

IKU 9 : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan 

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah 

satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: 

 1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis 

(bobot 50%); dan  
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2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya 

(Kewilayahan) (Bobot 50%).  

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu 

kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas 

data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan 

ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas 

Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan 

atas data 

dan/atau 

keterangan 

108 % 71.26 % 103.12% 120% 
114.88 

% 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang 

capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung 

pencapaian kinerja, antara lain: 

− Melakukan Review berkala atas Dafnom DPP  

− Melakukan Prioritas tindak lanjut Data Pemicu  

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 78,59% 100,51% 100,51% 87,93% 87,93% 114,88% 114,88% 

Capaian 78,59% 100,51% 100,51% 87,93% 87,93% 114,88% 114,88% 
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− Melakukan review data pemicu tahun berjalan 

− Melakukan koordinasi sinergi pembahasan bersama 

supervisor untuk perhitungan nilai awal SP2DK 

− Melaksanakan tindaklanjut daftar DPP dan SP2DK 

Outstanding 

− Melakukan visit ke alamat Wajib Pajak yang terdapat pada 

usulan DPP dan Outstanding 

− Diajukan dalam Pemeriksaan Data Konkret untuk WP yang 

memiliki himbauan SP2DK terkait Data Faktur Pajak dan 

Bukti Potong Pajak 

− Mengajukan usulan Pemeriksaan untuk WP DPP dan 

Outstanding yang memiliki potensi besar 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang 

menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun 

menjadi pendorong penurunan permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan. Hal-hal tersebut antara lain: 

− Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Binjai tahun 

2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh 

AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti 

perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga 

penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang 

sudah ditetapkan. 

− Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai ialah terus melakukan 

penjagaan, pengawasan, dan monitoring SP2DK yang masih 

outstanding sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi 

target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil 

DJP Sumatera Utara I. 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan 

melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun 

langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai adalah 

melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan 

dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan 

membentuk basis data yang memudahkan analisis atas 

pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat 

dilakukan dengan efisien. 
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• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari 

program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 

2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah 

meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi 

pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan 

sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah. 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Melakukan monitoring penyelesaian LHP2DK atas SP2DK 

Outstanding yang dilakukan oleh AR setiap bulannya 

2. Melakukan visit dan konseling kepada WP 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, 

beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Binjai dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah 

dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan 

hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan 

menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala 

kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian. 

 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian 

IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social 

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan 

khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat. 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, 

and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang 

responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, 

termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor 

yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 
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Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat 

memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat 

digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang 

rentan terhadap perubahan iklim. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya: 

• Melakukan Review berkala atas Dafnom DPP  

• Melakukan Prioritas tindak lanjut Data Pemicu  

• Melakukan review data pemicu tahun berjalan 

• Melakukan koordinasi sinergi pembahasan bersama supervisor 

untuk perhitungan nilai awal SP2DK 

• Melaksanakan tindaklanjut daftar DPP dan SP2DK Outstanding 

• Melakukan visit ke alamat Wajib Pajak yang terdapat pada 

usulan DPP dan Outstanding 

• Diajukan dalam Pemeriksaan Data Konkret untuk WP yang 

memiliki himbauan SP2DK terkait Data Faktur Pajak dan Bukti 

Potong Pajak 

 

IKU 10 : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-

rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) 

komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. 

1. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan 

antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan 

jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.  

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:  

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan 

pajak lainnya,serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; 

- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 

2020 hingga 2022 (STP Tahunan);  

- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum 

disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan 

adanya penyampaian SPT;  

- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan 

minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis 

pajak); - tercantum pada Daftar nominatif STP;  
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- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat 

melalui aplikasi Approweb  

- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas 

daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir 

tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).  

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP 

selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun 

diluar Dafnom STP.  

2. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase 

perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun 

berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu 

selain tahun berjalan.  

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah 

WP yang memiliki:  

- baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2023 dan data 

pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2023;  

- baris data aktif yang diturunkan pada sepanjang tahun 2024.  

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang 

Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu 

selain tahun berjalan terdiri dari:  

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;  

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan 

atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;  

c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat 

melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 118,04% 114,56% 114,56% 116,39% 116,39% 120% 120% 

Capaian 118,04 114,56 114,56 116,39 116,39 120,00 120,00 
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Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya 

Nama IKU Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 

Persentase pemanfaatan 

data selain tahun 

berjalan 

120% 120 % 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

1. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching 

2. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor 

usaha. 

3. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, 

penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

a) Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pemanfaatan data selain 

tahun berjalan, antara lain: 

1. Pengawasan Wajib Pajak oleh Pegawai KPP Pratama Binjai yang 

mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai 

sektor 

2. Pengelolaan aktivitas  Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh 

KPP yang efektif 

b) Terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain: 

1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan 

waktu untuk bisa diterapkan secara efektif 

2. Kemampuan Ekonomi Wajib Pajak 

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor 

yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah: 

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor pelayanan pajak 

dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024; 

2. Monitoring realisasi penerimaan pajak  PKM per Seksi Pengawsan dan 

melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah 

disusun 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis 

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan 

administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 
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• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Menerbitkan STP 

2. Menindaklanjuti data matching 

3. Mengusulkan Data Matching dalam DPP triwulan berikutnya 

4. Melakukan visit dan konseling kepada WP 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: 

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang 

diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan 

hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti 

laporan tersebut 

2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi 

kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan 

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional 

dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business 

process) 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat 

memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:  

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai 

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan 

yang rentan terhadap perubahan iklim.  

2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi 

yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang 

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi 

ketidaksetaraan gender. 

4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta 

program bantuan langsung tunai. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

1. Menerbitkan STP  

2. Menindaklanjuti data matching  

3. Mengusulkan Data Matching dalam DPP triwulan berikutnya  

4. Melakukan visit dan konseling kepada WP 
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IKU 11 : Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu 

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam 

rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan 

Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah 

dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% 

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 

Pemeriksaan. 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

o Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu Ke 

Kanwil  

o Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Rutin sesuai 

dengan Jadwal yang telah ditetapkan  

o Mengirimkan LHR kepada seluruh peserta rapat Komite 

Kepatuhan 

o Menyiapkan Bahan Pemeriksaan 

o Melakukan pembahasan adjustment atas DSP4 yang turun dari 

KPDJP 

o Membuat usulan DPP Mandatory 

o Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif Tepat Waktu 

o Menyusun program dan kegiatan pokok terkait penerimaan 

pajak 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal 

yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja 

maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. 

Hal-hal tersebut antara lain: 

o Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas 

pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu KPP 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 103,00% 98,00% 98,00% 81,94% 81,94% 114,13% 114,13% 

Capaian 103,00% 98,00% 98,00% 81,94% 81,94% 114,13% 114,13% 
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Pratama Binjai tahun 2024 didominasi dengan rapat koordinasi 

terkait bahan baku dan pemilihan Wajib Pajak yang akan di 

usulkan pada rapat komite kepatuhan. 

o Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai ialah terus 

melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring tindaklanjut 

pada bahan baku yang sudah disepakati agar dapat memenuhi 

target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala 

Kanwil DJP Sumatera Utara I. 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan 

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi 

yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai adalah melakukan digitalisasi 

atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan 

aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang 

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi 

perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari 

program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 

2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan 

melakukan pelaksanaan KKWP tepat waktu , membuat susunan 

bahan baku pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas raport 

kinerja organisasi. 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Membuat rencana aksi dan melakukan monitoring atas 

pelaksanaannya 

2. Mempercepat penerbitan SP2DK dan penyelesaian LHP2DK 

3. Mempercepat laporan hasil pemeriksaan dan monitoring pembayaran 

atas SKP 

4. Follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan 

Email Wajib Pajak) 

5. Menambah usulan pemeriksaan dengan target yang signifikan 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Binjai dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah 

dengan melaksanakan rapat komite kepatuhan yang meliputi 

pembahasan DSP4 serta meningkatkan kualitas raport kinerja 

organisasi. 
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• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian 

IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social 

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan 

khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat. 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, 

and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang 

responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, 

termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya  serta pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor 

yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat 

memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat 

digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang 

rentan terhadap perubahan iklim. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

  Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini diantaranya: 

- Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu Ke Kanwil  

- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Rutin sesuai dengan 

Jadwal yang telah ditetapkan  

- Mengirimkan LHR kepada seluruh peserta rapat Komite Kepatuhan 

- Menyiapkan Bahan Pemeriksaan 

- Melakukan pembahasan adjustment atas DSP4 yang turun dari KPDJP 

- Membuat usulan DPP Mandatory 

- Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif Tepat Waktu 

- Menyusun program dan kegiatan pokok terkait penerimaan pajak 

 

 

7. Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif 

IKU 12 : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur 

berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, 

nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, 

realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 
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dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah 

kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan 

penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 

penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:  

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan  

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.  

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:  

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi 

DSPP (Target 75%, Bobot 15%)  

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun 

berjalan (Target 100%, Bobot 25%)  

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%) 

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 

25%)  

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai 

restitusi (Target 70%, Bobot 5%)  

 

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan 

Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU 

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan 

Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian 

penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 

variabel yaitu:  

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan  

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.  

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat 

Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional 

Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu 

pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan 

Petugas Penilai Pajak.  
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Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Tingkat 

efektivitas 

pemeriksaan 

117.98% 107.68 % 120 % 120% - 

Tingkat 

efektivitas 

pemeriksaan 

dan penilaian 

 

   120% 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

1. Berkoordinasi dengan Account Representative terkait penggalian 

potensi Wajib Pajak objek PBB P5L atas SPOP yang telah dilaporkan 

dalam rangka penerbitan SPPT PBB, maupun jenis penilaian lainnya 

(penilaian properti dan penilaian bisnis). 

2. Berkoordinasi dengan kantor desa/lurah dan kantor kecamatan terkait 

data peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi di 

wilayah setempat dalam rangka menghimpun bank data pasar properti 

yang dapat digunakan dalam penggalian potensi. 

3. Peninjauan lapangan dalam rangka mengoptimalkan potensi PBB yang 

dapat digali sebelum diterbitkannya SPPT PBB 

4. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan baik pemeriksaan 

rutin dan pemsus 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

1. Kurangnya jumlah SDM penilai terutama saat periode penilaian NJOP 

PBB dalam rangka penetapan SPPT, sehingga keterbatasan waktu dan 

jumlah SDM mengakibatkan masih terdapat potensi yang tidak tergali. 

Solusi: penambahan petugas penilai 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 

Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 
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2. Pemahaman Account Representative mengenai PBB masih kurang 

optimal sehingga penggalian potensi terutama saat periode penelitian 

isian SPOP masih kurang optimal. Solusi: dilakukan IHT kepada AR 

terkait penggalian potensi PBB. 

3. Kurang optimalnya pemanfaatan penilaian melalui mekanisme 

permintaan bantuan penilaian dalam rangka penggalian potensi 

perpajakan non PBB. Solusi: dilakukan IHT kepada AR dan FPP terkait 

pemanfaatan penilaian dalam penggalian potensi. 

4. Kurangnya/tidak diperolehnya data penunjang penilaian tepat waktu, 

sehingga mengakibatkan penyelesaian laporan penilaian tidak tepat 

waktu. Solusi: berkoordinasi dengan AR secara informal maupun formal 

untuk meminta data/dokumen penunjang penilaian dari Wajib Pajak. 

5. Koordinasi yang baik antara Penilai dengan AR mendukung penerbitan 

SPPT PBB tepat waktu dan dilunasi sebelum jatuh tempo pembayaran 

oleh Wajib Pajak. 

6. Pemeriksaan dilakukan dengan fokus audit plan sehingga proses 

penyelesaian pemeriksaan bisa lebih cepat 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

1. Pemilihan prioritas objek yang akan dinilai akibat keterbatasan jumlah 

SDM penilai 

2. Dengan SDM yang ada fungsional memaftkan seluruh anggota tim 

sehingga penyelesaian pemeriksaan dapat diselesikan dan kualitas 

pemeriksaan juga meningkat 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

1. Kunjungan lapangan (visit) untuk memperoleh bank data pasar properti 

atas jual beli dan/atau penawaran properti di wilayah kerja untuk 

menunjang kualitas laporan hasil penilaian. 

2. Kegagalan efektivitas pemeriksaan terjadi apa bila WP yang di periksa 

tidak diketahui keberadaannya 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Melakukan percepatan pemeriksaan 

2. Meningkatkan keandalan data untuk menghasilkan informasi 

perpajakan yang akurat, lengkap dan konsisten 

3. Melakukan percepatan penerbitan SKP 

4. Pembuatan monitoring tunggakan pemeriksaan 

5. Membuat ND Kepala Seksi PPP yang berisi pengingat 2 bulan 

sebelum Jatuh Tempo Pemeriksaan yang ditujukan kepada 

Supervisor 

6. Melakukan dokumentasi berbentuk rekaman atau berita acara atas 

perlakuan wajib pajak 

7. Melakukan penilaian yang efektif dengan pembuatan timeline kerja 

8. Melakukan koordinasi dengan AR dan FPP untuk menghimbau WP 

untuk memberikan data pendukung penilaian tepat waktu 
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• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

1. Kendala kurangnya/tidak diperolehnya data penunjang penilaian tepat 

waktu, sehingga mengakibatkan penyelesaian laporan penilaian tidak 

tepat waktu. Langkah yang diambil yaitu mengirimkan nota dinas 

permintaan data/dokumen penunjang penilaian kepada pihak yang 

mengajukan permintaan bantuan penilaian (seksi pengawasan ataupun 

fungsional pemeriksa pajak), sebelum menerbitkan Surat Perintah 

Penilaian (SPPn). 

2. Kendala keterbatasan hak akses data Wajib Pajak pada sistem internal 

DJP, sehingga sulit menggali potensi pajak yang ada secara optimal. 

Langkah yang diambil yaitu mengirimkan nota dinas permintaan hak 

akses melalui Kanwil meskipun hak akses tersebut tetap tidak 

diberikan. 

3. Melakukan pembahasan usul pemeriksaan pada komite kepatuhan 

agar wpnyang di periksa adalah wajib pajak yang keberlangsungan 

usahanya bagus, punya kemampuan bayar dan diketahui 

keberadaannya 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

1. Berkoordinasi dengan AR dan FPP terkait pengoptimalan pemanfaatan 

penilaian dalam rangka penggalian potensi perpajakan. 

2. Pembentukan bank data pasar properti berupa transaksi jual beli 

dan/atau penawaran properti tanah dan bangunan sebagai penunjang 

kualitas laporan hasil penilaian. 

3. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan 

4. Melakukan penyelesaian monitoring pemeriksaan secara berkala. 

 

IKU 13 : Tingkat efektivitas penagihan 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. 

Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:  

1. Variabel tindakan penagihan (50%); 

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);  

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). 

 
Variabel Tindakan 

Penagihan

= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase 

Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x 

Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan 

Barang Sitaan)
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Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Tingkat 

efektivitas 

penagihan 

120% 120% 120 % 120% 112.88% 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai Upaya extra-effort menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

penagihan dilakukan dengan mengawali dengan pembuatan rencana 

kerja berupa tindakan penagihan dengan teguran, penyampaian surat 

paksa, penyitaan/pemblokiran hingga penjualan barang sitaan.  

a) Teguran 

Penerbitan surat teguran dilakukan sebanyak banyaknya dalam kurun 

waktu 2024 sehingga mencapai angka 8.474 dari target 3.475 atau 

sekitar 243.86%. 

b) Surat Paksa 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75% 

Realisasi 17,09% 31,90% 31,90% 70,01% 70,01% 84,66% 84,66% 

Capaian 113,93 106,33 106,33 155,58 155,58 112,88 112,88 

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +

(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +

(30% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan

Variabel Tindakan 

Penagihan

= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase 

Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x 

Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan 

Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

Variabel Tindak 

Lanjut DSPC

=                   Realisasi tindak lanjut DSPC
x 100%

Target tindak lanjut DSPC

2. Formula Variabel Pencairan DSPC

Variabel Pencairan 

DSPC

=                    Realisasi pencairan DSPC
x 100%

Target pencairan DSPC
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Surat paksa yang telah disampaikan ke wajib pajak sebanyak 3.015 

dari 1.789 yaitu sebesar 168.53% dari target yang ditetapkan. 

c) Sita 

Penyitaan dilakukan sebanyak 28 dari target 72 sita yaitu sebesar 

38.89%. 

d) Blokir 

Blokir rekening Wajib Pajak dilakukan sebanyak 92 dari 39 rekening 

sebagai target  yaitu sebsar 235.9% dari target. 

e) Penjualan Barang Sitaan 

Penjualan barang sitaan dilakukan oleh penagihan KPP Pratama 

Binjai sebanyak 9 kegiatan dari 9 target yang telah ditetapkan atau 

100%. 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

   Keberhasilan dalam pencapaian IKU penagihan adalah sumber daya 

manusia (SDM) yang cukup mumpuni, ketersediaan data yang cukup, 

dan kerja sama antar pegawai dengan baik dalam melaksanakan 

pekerjaan di bagian penagihan. Solusi yang dilakukan pada saat 

pemecahan masalah adalah dengan berkominukasi. Komunikasi antar 

Juru Sita dengan rekan kerja lain, komunikasi dengan atasan dan 

komunikasi dengan wajib pajak. 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

  Penagihan KPP Pratama Binjai mengoptimalkan sumber daya yang ada 

dalam melakukan penagihan. Salah satunya dengan mengangkat Juru 

Sita tambahan agar beban kerja yang dimiliki menjadi lebih ringan dan 

dapat mencapai efektivitas penagihan diatas 100%. Melakukan IHT 

dengan seluruh pelaksana KPP Pratama Binjai terutama yang berkaitan 

langsung dengan proses penagihan, dan Membentuk tim Soft Collection. 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Mengangkat juru sita baru 

2. Mengadakan IHT terkait penagihan pajak 

3. Mengadakan kegiatan bersama antar seksi secara berkala terkait 

penyelesaian piutang pajak 

4. Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan 

pengapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa 

5. Follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan 

Email Wajib Pajak) 

6. Membuat media publikasi terkait konsekuensi WP yang menolak 

membayar nilai ketetapan yang telah ditetapkan 

7. Menerbitkan Surat Teguran 

8. Menerbitkan Surat Paksa 

9. Menerbitkan SPMP 

10. Melakukan Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak 

11. Menindaklanjuti DSPC 
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Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

Pada tahun 2025 Penagihan KPP Pratama Binjai mempersiapkan upaya dalam 

mencapai target penerimaan dan target IKU yang diberikan dengan beberapa 

cara yaitu : 

1) Penyusunan rencana Kerja Penagihan 

2) Menyusun dan Menindaklanjuti usulan DSPC 

3) Mengadakan IHT terkait penagihan pajak 

4) Mengadakan kegiatan bersama antar seksi secara berkala terkait 

penyelesaian piutang pajak 

5) Memprioritaskan penagihan piutang pajak yang akan daluwarsa 

6) Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan 

pengapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa 

7) Follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran 

melalui saluran elektronik (Whatsapp, Telepon, dan Email Wajib Pajak) 

8) Menerbitkan Surat Teguran 

9) Menerbitkan Surat Paksa 

10) Menerbitkan SPMP 

11) Melakukan Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak 

12) Menyampaikan usulan pencegahan. 

 

IKU 14 : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan 

dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan 

analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau 

pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat 

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan 

Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP 

lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti 

dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam 

formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui 

ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. 

Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan 

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita 

Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan 
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Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP Pratama Binjai telah diajukan 

sebanyak 1 (satu) usulan yang telah disetujui dengan diterbitkan nya Berita 

Acara. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 

sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan, sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV 

2024 adalah sebesar 100%. 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase 

penyampaian 

usul 

Pemeriksaan 

Bukti Permulaan 

- - - - 100% 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

− Account Representative melakukan analisa mendalam terkait kewajiban 

perpajakan formil dan materil (dugaan dalam tindak pidana perpajakan) 

atas Wajib Pajak yang tidak kooperatif atas himbauan SP2DK yang 

telah disampaikan 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

− Account Representative melakukan upaya usulan pemeriksaan bukti 

permulaan terhadap dua Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Capaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
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− Account Representative melakukan upaya usulan pemeriksaan bukti 

permulaan terhadap dua Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Mencari bahan baku pemeriksaan 

2. Mengusulkan Bukper ke Kanwil 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

− Potensi usulan pemeriksaan bukti permulaan terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan usulan bukti permulaan tidak dapat diajukan 

 

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat 

pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and 

Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. 

− Akses terhadap informasi perpajakan dan prosedur hukum seharusnya 

diberikan secara setara kepada pria dan wanita. Dalam beberapa 

konteks, wanita mungkin memiliki akses yang lebih terbatas karena 

faktor budaya atau sosial, seperti pembatasan mobilitas atau kurangnya 

kesempatan pendidikan dan pelatihan. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

− Dukungan penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam bidang 

perpajakan dapat sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah 

untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Proses ini tidak 

hanya menjamin keadilan dan transparansi dalam penggunaan insentif 

pajak, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tersebut 

benar-benar bermanfaat bagi kelompok yang rentan, seperti perempuan, 

anak-anak, kelompok miskin, dan penyandang disabilitas. Pemeriksaan 

yang efektif dan berkeadilan dapat menjadi alat untuk mempercepat 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

− Seksi pengawasan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan 

Wajib Pajak atas himbauan/ data ILAP dan apabila ditemukan indikasi 

tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dilakukan usulan 

pemeriksaan bukti permulaan 

 

8. Sasaran Strategis : Data dan Informasi yang berkualitas        
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IKU 15 : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan 

data potensi perpajakan 

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan 

data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase 

Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan 

data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masingmasing komponen 

sebagai berikut: Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan 

untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, 

keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

perpajakan 

 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Maksimal 120%

Realisasi Maksimal 120%

Formula

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

                                                     

                                                 

 
x 100%

                                                                        

                                               
x 100%

                               

                                    
x 100%

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 21,51% 64,97% 64,97% 70,16% 70,16% 120% 120% 

Capaian 107,55 129,94 129,94 87,70 87,70 120,00 120,00 
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Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase 

penyediaan 

data potensi 

perpajakan 

111.01% 113.23 % 120 % - - 

Persentase 

penyelesaian 

laporan 

pengamatan 

dan 

penyediaan 

data potensi 

perpajakan 

 

  120% 120% 

 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menunjang capaian atas IKU 

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data 

potensi perpajakan, antara lain : 

a. Melakukan profiling / pengumpulan data personal dan/atau perusahaan 

Wajib Pajak terlebih dahulu baik melalui internet dan media sosial yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak  

b. Melakukan kegiatan pengamatan langsung/visit terhadap Wajb Pajak 

agar dapat lebih mengenal dan memahami proses bisnis Wajib Pajak 

secara langsung dan didukung dengan data spasial yang tepat dan 

akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib 

Pajak yang sebenarnya 

c. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data pihak ke tiga yang 

disediakan pada aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan untuk 

memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data 

(lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data 

yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam 

rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan 

pengamanan penerimaan pajak 

d. Melakukan crosscheck data resmi Wajib Pajak secara langsung pada 

pihak ke tiga ( mis: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) 
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• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan Tahun Kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang 

menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun 

menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi atas IKU Persentase 

penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi 

perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:  

a. Pendorong keberhasilan  

- Data potensi perpajakan yang disediakan tepat dan akurat melalui 

pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak 

yang sebenarnya 

- Dilakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi baru (Aplikasi 

MATOA) untuk Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) 

yang diinput pada aplikasi mobile 

  

b. Pendorong penurunan kinerja 

- Data yang disediakan tidak valid / tidak lengkap 

- Wajib Pajak tidak ditemukan pada saat dilakukan kegiatan 

pengamatan langsung 

- Perangkat yang tidak mendukung penggunaan aplikasi baru  

 

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor 

yang menjadi pendorong penurunan IKU Persentase penyelesaian 

laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan : 

a. Melakukan kegiatan sosialisasi atas penggunaan aplikasi baru 

(Aplikasi MATOA) untuk Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan 

(KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile 

b. Menjaga, mengawasi dan melakukan evaluasi secara rutin sampai 

dengan akhir tahun oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kantor 

Wilayah  

c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja atas kegiatan 

penyediaan data potensi perpajakan 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

a. Digitalisasi proses penginputan Data potensi perpajakan berbasis 

lapangan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) 

yang diinput pada aplikasi mobile (Aplikasi MATOA) yang telah 

tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan 

dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan) 

b. Melakukan kegiatan sosialisasi secara daring atas penggunaan 

aplikasi baru (Aplikasi MATOA) untuk Kegiatan Pengumpulan Data 

Lapangan (KPDL) 

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan 

anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang 

dicapai 

  

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 



djp | LAKIN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI TAHUN 2024 80 

 

a. Pemanfaatan proses digitalisasi penginputan Data potensi perpajakan 

berbasis lapangan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan 

(KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile (Aplikasi MATOA) 

b. Melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi baru (Aplikasi 

MATOA) untuk Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang 

diinput pada aplikasi mobile 

  

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

a. Risiko atas data spasial yang disediakan tidak tepat dan tidak akurat  

b. Risiko tidak ditemukannya Wajib Pajak tidak pada saat dilakukan 

kegiatan pengamatan secara langsung 

c. Risiko atas perubahan SOP Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan 

(KPDL) yang mulanya pada Aplikasi SIDJPNINE Alket (SE-11) 

berubah ke Aplikasi Mobile (MATOA 

d. Risiko Kesiapan Perangkat untuk penggunaan aplikasi baru (MATOA) 

  

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

a. Kendala atas perubahan SOP Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan 

(KPDL) yang mulanya pada Aplikasi SIDJPNINE Alket (SE-11) berubah 

ke Aplikasi Mobile (MATOA), disikapi dengan melakukan sosialisasi 

bertahap untuk penggunaan Aplikasi Mobile (MATOA) 

b. Kesiapan Perangkat untuk penggunaan aplikasi baru (MATOA) 

  

• Analisis atas Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian 

IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social 

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan 

khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat. 

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai 

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap 

golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.  

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan 

nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang 

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi 

ketidaksetaraan gender.  

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di 

wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian 

subsidi serta program bantuan langsung tunai. 

  

e. Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubakan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai 

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap 

golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.  
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b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan 

nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang 

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi 

ketidaksetaraan gender.  

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di 

wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi 

serta program bantuan langsung tunai. 

  

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

a. Merencanakan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tercapainya 

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data 

potensi perpajakan, termasuk pemanfaatan data dan penggunaan 

Aplikasi mobile (MATOA)  

 

IKU 16 : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 

 IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional 

yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi 

dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-

masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan 

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).  

 Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional 

pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama 

Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, 

sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 

adalah data regional dengan periode tahun 2023.  

 Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah 

jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode 

tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP 

paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang 

wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target 

Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)  

2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 

KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya 
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3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah 

Daerah.  

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan 

secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang 

selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.   

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase penghimpunan 

data regional dari ILAP 

 

-- - - 120% 120% 

 

• Analisis Upaya-upaya extra-effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

1. Melakukan sinergi dengan Seksi Pengawasan pengampu Instansi 

terkait. 

2. Melakukan Tindakan aktif dengan memonitor progress yang sudah 

dilakukan oleh Pemda terkait permintaan data. 

3. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka penegasan permintaan 

data. 

4. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka klarifikasi kebenaran data. 

5. Melakukan konfirmasi ketersediaan data. 

 

• Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

1. Melakukan sinergi dengan Seksi Pengawasan pengampu Instansi 

terkait. 

2. Melakukan Tindakan aktif dengan memonitor progress yang sudah 

dilakukan oleh Pemda terkait permintaan data. 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 10% 25% 25% 40% 40% 55% 55% 

Realisasi 1,87% 68,60% 68,60% 47,23% 47,23% 69,70% 69,70% 

Capaian 18,70 274,40 274,40 118,08 118,08 126,73 126,73 
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3. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka penegasan permintaan 

data. 

4. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka klarifikasi kebenaran data. 

5. Melakukan konfirmasi ketersediaan data. 

 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Telah dilakukan efisiensi dalam hal perjalanan dinas dengan 

mengutamakan Instansi yang belum optimal dalam komunikasi / 

memberikan jawaban atas permintaan data. 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

1. Melakukan sinergi dengan Seksi Pengawasan pengampu Instansi 

terkait. 

2. Melakukan Tindakan aktif dengan memonitor progress yang sudah 

dilakukan oleh Pemda terkait permintaan data. 

3. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka penegasan permintaan 

data. 

 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Melakukan konfirmasi ketersediaan data ke instansi terkait, sehingga 

apabila data tersebut tidak terdapat pada instansi terkait, dapat segera 

dikoordinasikan dengan pihak kantor wilayah dan kantor pusat. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Berkoordinasi dengan kanwil / kantor pusat agar untuk data yang tidak 

dapat diperoleh, tidak dijadikan target dalam pengumpulan data untuk 

periode selanjutnya 

 

 

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya 

 

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2025, rencana yang akan 

dilaksanakan antara lain : 

1. Melakukan konfirmasi ketersediaan data 

2. Melakukan penyampaian surat permintaan data secara langsung dan 

akan bersinergi lagi dengan seksi pengawasan agar data dapat segera 

diperoleh, 

3. Melakukan klarifikasi kebenaran data 
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9. Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

IKU 17 : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 

kebintalan SDM 

Tingkat kualitas kompetensi dimaksudkan agar setiap pegawai harus 

memenuhi kompetens yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. 

Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi 

manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar 

kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan 

adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:  

1) Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV  

2) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit 

pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024  

3) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana 

umum pada Tahun 2024 Kegiatan Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan 

implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui 

program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan 

perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal 

ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan 

KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan 

yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik 

dan mental yang optimal. Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 

1) pelaksanaan kegiatan bintal  

2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan  

3) kepatuhan pelaporan  

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:  

1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal 

dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)  

2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 

(diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)  

3)kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama/non eselon sesuai dengan waktu yang ditetapkan 
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Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase Pegawai yang 

Memenuhi Standar 

Kompetensi  

117.65% 120% 120% 120% - 

Tingkat kualitas kompetensi 

dan pelaksanaan kegiatan 

kebintalan SDM 

    120% 

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung 

pencapaian kinerja, antara lain melakukan Assessment Center bagi Pejabat 

Struktural dan Uji Kompetensi Keperingkatan bagi Pelaksana dan AR dan 

melaksanakan Kegiatan Kebintalan SDM dalam bidang  ideologi, rohani, 

kompetensi, dan kejiwaan sebanyak 26x serta telah melakukan 

pengembangan kepada 1 orang pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi 

Keperingkatan 

 

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, antara 

lain: 

1. Melakukan pembekalan kepada seluruh pegawai yang akan melakukan 

uji kompetensi 

2. Melakukan uji coba jaringan dan perangkat yang akan digunakan 

maksimal sehari sebelum pelaksanaan uji kompetensi, agar 

pelaksanaan uji kompetensi dapat berlangsung dengan baik. 

3. Melaksanakan kegiatan kebintalan seluruh bidang secara berkala 

 

 

 

 

 

 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Realisasi 88,78 109,17 109,17 120,00 120,00 129,15 129,15 

Capaian 88,78 109,17 109,17 120,00 120,00 129,15 129,15 
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IKU 18: Indeks Penilaian Integritas Unit 

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara 

mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama 

survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:  

1. pelayanan perpajakan; Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil 

penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 

responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;  

2. pengawasan kepatuhan; Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil 

penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 

10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan 

perpajakannya 

 3. pemeriksaan pajak; Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan 

indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib 

Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak  

4. penagihan pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks 

survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib 

Pajak yang dilakukan penagihan pajak. 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Indeks Penilaian Integritas 

Unit 
- 115.50 109.55 113.71 109.79 

 

 

Formula

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + 
(25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi    

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target - - - 85 85 85 85 

Realisasi - - - 100,00 100,00 93,32 93,32 

Capaian - - - 117,65 117,65 109,79 109,79 
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• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja realisasi IKU ini sehingga telah mencapai target. Upaya yang telah 

mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan pelayanan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku 

tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak. 

 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain: 

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi 

dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau 

menerima gratifikasi dari Wajib Pajak. 

- Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan SPI KPP Pratama Binjai. 

 

• Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi 

terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan 

adalah terus memonitoring pelaksanaan kegiatan SPI baik dalam hal 

penyampaian daftar Wajib Pajak, maupun memastikan Wajib Pajak yang 

terdata untuk dikirimkan link survey telah melakukan pengisian surveynya. 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat 

dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib 

Pajak yang memang dalam pengisian survey memberikan nilai yang tidak 

sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisikan survey. 
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• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

dalam pencapaian kinerja Untuk IKU ini adalah risiko atas Adanya tangkap 

tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit 

Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum 

dan Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi dengan melakukan 

rencana aksi Sosialisasi Internalisasi mengenai Penguatan Integritas bagi 

Pegawai, internalisasi Nilai Integritas melalui Kegiatan Jadwal Doa Pagi dan 

Pembacaan Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, In House 

Training tentang Kode Etik dan Kode Perilaku, Pengawasan Pelaksanaan 

Perluasan Pakta Integritas, Melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) secara 

berkala, Melakukan Rapat Pembinaan mengenai Peningkatan Disiplin 

Pegawai, dan Melakukan Sosialisasi kode etik dan kode perilaku. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang 

dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, 

masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengisian survey. 

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah selalu memonitoring 

Wajib Pajak  untuk mengisikan survey tersebut. 

 

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) 

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna 

layanan maupun penerima manfaat. 

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social 

Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi tehadap Gender, penyebaran Wajib Pajak 

tergeted survey SPI diambil secara random tanpa membedakan gender bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Direktur atau Pengurus bagi Wajib Pajak 

Badan. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. 
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IKU ini memiliki kontribusi tehadap penyetaraan pemberian layanan yang 

menjunjung tinggi integritas, bahwa atas seluruh layanan dari kegiatan 

pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan, Pegawai dilarang 

meminta atau menerima Gratifikasi apapun atau melakukan fraud dalam 

pelaksanaannya. Transparansi perlakuan ini merupakan upaya pemerintah 

untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

 

Rencana aksi tahun selanjutnya 

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya: 

- Melaksanakan IHT yang berfokus pada integritas dalam rangka perwujudan 

Good Governance. 

- Memaksimalkan peran UKI. 

- Membuat sarana pengaduan internal pada unit jika ditemukan penyimpangan. 

 

IKU 19: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 

manajemen risiko 

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen 

sebagai berikut:  

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja Budaya kinerja merupakan 

budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan 

organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran 

pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu 

mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. 

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan  

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).  

 

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja Indeks kualitas pengelolaan kinerja 

diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun 

pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran 

kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan 

Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan 

kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja 
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menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi 

Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut 

terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota 

Dinas Direktur KITSDA. Dimana Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan 

kinerja pada KPP. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Rencana 

Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk 

menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga 

mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko 

dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun 

berikutnya. 

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko diukur dari 2 (dua) 

komponen yaitu  

a. Administrasi dan Pelaporan dan  

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko 

 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase Efektivitas 

Dialog Kinerja Organisasi 

dan Rencana Mitigasi 

Risiko yang selesai 

dijalankan 

106.03% 111.11% 111.11% 111.11% - 

Indeks efektivitas 

implementasi manajemen 

kinerja dan manajemen 

risiko 

- - - - 111.11 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 23,00 47,00 47,00 70,00 70,00 90,00 90,00 

Realisasi 47,25 48,96 48,96 85,12 85,12 100,00 100,00 

Capaian 205,43 104,17 104,17 121,60 121,60 111,11 111,11 
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• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, 

ialah pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja seperti penyampaian imbauan 

manajemen kinerja setiap triwulan, pelaksanaan dialog kinerja organisasi 

setiap triwulan, dan rapat pemantauan MR setiap triwulan. 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan. 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi 

pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain: 

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi 

dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang 

tepat waktu setiap triwulannya. 

- Upaya yang dilakukan ialah terus mempertahankan budaya pelaksanaan 

tepat waktu tersebut untuk maksimali skor yang menjadi dasar penilaian 

dalam IKU ini. 

• Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi 

terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan 

adalah perangkat manajemen kinerja dan manajemen risiko dari submanajer, 

sampai dengan PIC dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agar 

selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian. 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan kegiatan 

agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian. 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun dalam pencapaian kinerja Untuk IKU ini dalam 

pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi 

risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu. 
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• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang 

dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, 

pelaksanaannya yang setiap triwulan rawan alpa untuk dilakukan sehingga 

langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan membuat 

reminder dua minggu sebelum batas waktu, agar pelaksanaan tidak terlewat. 

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU 

dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social 

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat. IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi tehadap 

Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa 

membedakan gender. 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. 

IKU ini memiliki kontribusi tehadap optimalisasi Good Governance yang 

menjunjung tinggi integritas serta sinergi yang baik khususnya dalam hal 

pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Rencana aksi tahun selanjutnya 

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya: 

- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja tepat 

waktu. 

- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan DKRO tepat waktu. 

 

10. Sasaran Strategis 10:  Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

IKU 20: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 

Capaian IKU Presentase kualitas pelaksanaan anggaran diambil dari Nilai 

IKPA dan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang terbagi menjadi tiga 

proses, pertama proses kualitas perencanaan anggaran, yang terdiri dari 

indikator Revisi DIPA dan indikator Deviasi Halaman III DIPA, kemudian yang 

kedua proses kualitas pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari indikator. 
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Penyerapan Anggaran, indikator Belanja Kontraktual, indikator Penyelesaian 

Tagihan, indikator Pengelolaan UP dan TUP dan indikator Dispensasi SPM 

dan proses yang terakhir adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu 

indikator Capaian Output. Indikator-indikator tersebut memiliki bobot yang 

berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan capaian antar 

triwulan. Ada kalanya indikator Penyerapan Anggarannya menurun pada bulan 

tertentu, atau indikatorHalaman III DIPAnya yang menurun. Atau bahkan 

keduanya yang menurun pada bulan tertentu.  

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan 

dari:  

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan  

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.  

 

Pencapaian output belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah 

97,67%. Pagu belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan Rp 

132.148.000,00 atau 2,26% dari pagu belanja dalam DIPA pada Tahun 

Anggaran 2023 sebesar  Rp 5.859.377.000,00 karena adanya pos 

pembelanjaan belanja modal untuk KPP Pratama Binjai. 

 Belanja KPP Pratama Binjai dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: 

Belanja Pegawai dan Belanja Barang, Belanja Modal  

 Realisasi Belanja Pegawai Bruto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar  

Rp 579.370.000,00 terealisasi sebesar 94,24% dari pagu yang ditetapkan 

dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 614.765.000,00. Hal ini berarti 

realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan 

sebesar  Rp 35.336.000,00 atau 5,75% dari Tahun Anggaran 2023 yang 

memiliki realisasi Rp. 614.706.000,00. Penurunan realisasi belanja pegawai ini 

disebabkan oleh pengurangangan Jumlah Pegawai. 

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar  Rp 

4.860.552.931,00 atau 97,93%% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA 

Tahun Anggaran 2024 sebesar  Rp 4.963.261.000,00. Hal ini berarti realisasi 

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV Formula Konversi Tw IV Kriteria Indeks

120 120 Realisasi IKKPA > 95,00

100 < X < 120 
100 + (Realisasi IKKPA - 

91) : 0,2 **
 (91,00<Realisasi IKKPA<95,00)

100 100 Realisasi IKKPA = 91,00

80 < X < 100 
80 + (Realisasi IKKPA – 

80) : 0,55 *
 (80,00<Realisasi IKKPA<91,00)

80 80 Realisasi IKKPA = 80,00

79,9 79,9 Realisasi IKKPA < 80,00

Formula

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
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Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 

1.200.539,00 atau 0,02%% dari Tahun Anggaran 2023 yang memiliki realisasi 

belanja barang sebesar Rp. 4.859.352.392,00. Belanja Barang setiap 

tahunnya cenderung sama, karena kebutuhan belanja barang digunakan untuk 

operasional kantor.  

 Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar  Rp 

412.213.485,00 atau 99,69% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 

Anggaran 2024 sebesar  Rp 413.499.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja 

Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 

170.582.940,00 atau 70,60% dari Tahun Anggaran 2023 yang memiliki 

realisasi belanja barang sebesar Rp. 241.630.545,00. Terdapat Belanja Modal 

pada tahun 2024 diantaranya adalah pembelian kursi, AC, dan meja rapat. 

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 

lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran 
98.55% 101.63% 98.95% - - 

Indeks kinerja kualitas 

pelaksanaan anggaran 
- - - 102.36 120 

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

1. Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola 

keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, 

Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran) 

2. Memenuhi seluruh kebutuhan dalam kegiatan pelaksanaan 

perkantoran. 

 

 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Realisasi 100,99 99,97 99,97 110,80 110,80 120,00 120,00 

Capaian 100,99 99,97 99,97 110,80 110,80 120,00 120,00 
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Rencana aksi tahun selanjutnya 

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya: 

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan tentang penggunaan 

anggaran secara berkala 

- Melakukan rapat bersama tim pengelola keuangan untuk pelaksanaan 

anggaran yang efisiensi dan optimal 

- Membuat rencana kerja berbasis anggaran untuk memaksimalkan 

penggunaan dan penyerapan anggaran 

- Melaksanakan penyusunan dokumen revisi anggaran. 

 

 

 

B.  Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2024 sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Binjai diperoleh dari DIPA Rutin (BA 015). Pemanfaatan 

anggaran dimaksud pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. 

 

• Belanja Negara 

Realisasi belanja neto KPP Pratama Binjai pada Tahun Anggaran 2024 

dengan memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga dan pengembalian 

belanja adalah sebesar Rp 5.852.136.416,00 atau 97,67% dari pagu 

belanja dalam DIPA sebesar  Rp 5.991.525.000,00. Realisasi belanja neto 

Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 136.447.479,00 

atau 2,39% dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar  Rp 

5.715.688.937,00.  
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Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun 

Anggaran 2024 dan 2023 sebagaimana Tabel dan Grafik berikut: 

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023 

Uraian 

31 Desember2024 

% 

31 

Desember2023 % Naik 

/Turun 

Anggaran Realisasi Realisasi 

Belanja 

Pegawai 
Rp 614.765.000 Rp 579.370.000 

94,2

4% 

Rp. 

614.706.000 
(5,75%) 

Belanja 

Barang 

Rp 

4.963.261.000 

Rp 

4.860.552.931 

97,9

3% 

Rp 

4.859.352.392 
0,02% 

Belanja 

Modal 
413.499.000 412.213.485 

99,6

9% 
241.630.545 70,60% 

Jumlah 
Rp. 

5.991.525.000 

Rp. 

5.852.136.416 

97,6

7% 

Rp. 

5.715.688.937 
4,83% 

 

Grafik Komposisi Belanja TA 2024 dan 2023 

 

 

Pada tahun anggaran 2024 IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

mendapat angka 98,64. Dari formula perhitungan IKU PKPA pada triwulan IV 

dimana IKPA digabung dengan SMART, Nilai kinerja anggaran mendapat predikat 

sangat baik. 
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C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

 

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia secara optimal agar menghasilkan output atau 

hasil yang maksimal dengan input atau biaya seminimal mungkin. Upaya ini 

bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap 

sumber daya yang digunakan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi 

organisasi atau individu.  

Dalam bidang sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui 

pengelolaan tugas yang lebih terfokus sesuai kebutuhan organisasi sesuai 

dengan laporan analisis beban kerja KPP Pratama Binjai. 

Inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan semua 

aset, seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan kendaraan operasional, 

dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak produktif telah dialihkan untuk 

status idle atau proses lelang. 

Struktur organisasi KPP Pratama terus disesuaikan untuk 

menyederhanakan proses pelayanan kepada wajib pajak. Perampingan alur 

kerja tersebut dilaksanakan pada berbagai pelayanan seperti percepatan 

proses pemindahbukuan, permohonan PKP, pemindahan WP, dan lain-lain. 

Implementasi teknologi informasi berbasis digital, seperti e-filing, e-

billing, dan e- registration dalam pelaksanaan pemberian layanan Wajib Pajak 

juga telah turut diterapkan oleh KPP Pratama Binjai, kemudian dalam rangka 

IKU Kepatuhan SPT Tahunan yaitu dengan menggunakan mengirimkan pesan 

massal (blast) via WhatsApp blast dari akun bercentang hijau dan email resmi 

yang mengarahkan ke situs web pajak.go.id. kegiatan ini terbukti dapat 

memaksimalkan IKU kepatuhan Pelaporan dan juga memaksimalkan efisiensi 

pengeluaran anggaran. 

KPP Pratama Binjai juga memiliki aplikasi berbasis web yang Bernama 

Simorning, aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh pegawai dan dapat 

mempermudah penyaluran informasi kepada pegawai seperti Daftar Pegawai 

ST, Monitoring IKU dan Risiko, Monitoring Mobil Dinas serta penyampaian 

informasi kepada Wajib Pajak melalui videografi yang dapat diakses di TPT. 
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BAB IV  PENUTUP 

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Tahun 

2024 merupakan gambaran kegiatan pada Tahun 2024 yang disusun berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan 

Kinerja. LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja 

serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good 

governance). 

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam 

tahun 2024 masih penuh tantangan yakni pembenahan administrasi, peningkatan 

kualitas pelayanan dan pembenahan Sumber Daya Manusia. 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hasil yang telah dicapai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam tahun 2024 adalah : 

1. Pengamanan rencana penerimaan pajak sebesar Rp 719.588.572.000 yang 

telah terealisasi sebesar Rp 724.041.880.259 atau 100.62% dari target yang 

ditetapkan.   

2. Dari sisi pemanfaatan anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai  

telah memanfaatkan dana yang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Pajak baik untuk kegiatan rutin maupun pengadaan barang inventaris kantor 

dalam  rangka menunjang pelayanan intern maupun ekstern demi terciptanya 

suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan aman. 

 Tentunya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terdapat 

beberapa kendala, antara lain : 

a. Ketidakpatuhan pajak oleh pemilik bisnis atau individu. Hal ini bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktahuan tentang kewajiban 

perpajakan, kesulitan dalam memahami aturan perpajakan yang kompleks, 

atau niat untuk menghindari membayar pajak. 

b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. 

Banyak individu dan bisnis mungkin tidak sepenuhnya memahami 
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kewajiban perpajakan mereka atau pentingnya mematuhi aturan 

perpajakan. 

c. Terdapat beberapa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

yang tidak aktif dan alamat wajib pajak yang tidak jelas sehingga 

penyampaian surat tidak maksimal; 

d. Kondisi wilayah kerja yang luas sehingga penyampaian informasi 

perpajakan belum optimal; 

e. Kerjasama dalam hal pemanfaatan data perpajakan yang melibatkan pihak 

eksternal belum begitu maksimal; 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian 

sasaran tersebut antara lain: 

a. Meningkatkan Pengawasan kepada Wajib Pajak; 

b. Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan kepada Wajib Pajak; 

c. Melakukan pelatihan/In House Training untuk meningkatkan kualitas 

pegawai; 

d. Membina komitmen pegawai terhadap kode etik yang berlaku guna 

mencegah  penyimpangan yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja; 

e. Melakukan Rapat Pembinaan secara rutin dan berkala; 

f. Meningkatkan keterlibatan pihak eksternal dalam sosialisasi perpajakan; 

g. Mengoptimalkan fungsi Account Representative dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan fungsi 

bimbingan dan pengawasannya. 

 

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi 

secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun 

seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat 

memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya. 
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LAMPIRAN 

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 



 

 
 

  

 

PERJANJIAN KINERJA 

NOMOR: PK-8/WPJ.01/2024 
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI 

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
SUMATERA UTARA I 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

TAHUN 2024 

 
 

Peta Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Visi : 

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan 

Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi 

Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". 



 

 
 

  

PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2024 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI 

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

SUMATERA UTARA I 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KEMENTERIAN KEUANGAN 
 

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 

Penerimaan negara dari 

sektor pajak yang 

optimal 

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 
100 

2 
Kepatuhan tahun 

berjalan yang tinggi 

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 
100% 

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi 

100% 

3 
Kepatuhan tahun 

sebelumnya yang tinggi 

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 
100% 

4 
Edukasi dan pelayanan 

yang efektif 

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 

atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 
74% 

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 

Penyuluhan 
100% 

5 

Pengawasan 

pembayaran masa yang 

efektif 

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 

6 
Pengujian kepatuhan 

material yang efektif 

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan 
100% 

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100% 

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak KPP tepat waktu 
100% 

7 
Penegakan hukum Yang 

efektif 

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% 

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75% 



 

 
 

  

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 

Permulaan 
100% 

8 
Data dan informasi yang 

berkualitas 

08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan 

Penyediaan Data Potensi Perpajakan 
100% 

08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55% 

9 
Pengelolaan Organisasi 

dan SDM yang adaptif 

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 

Kegiatan Kebintalan SDM 
100 

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85 

09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja 

dan manajemen risiko 
90 

10 
Pengelolaan keuangan 

yang akuntabel 
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 

 

 

 Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran 

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 1.372.674.000 

1.  Ekstensifikasi Penerimaan Negara Rp 570.593.000 

2.  Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi Rp 221.992.000 

3. 

 

 

 Pengawasan dan Penegakan Hukum  Rp 

 

 

580.089.000 

    

B. Program Dukungan Manajemen Rp 4.501.593.000 

1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp 3.785.942.000 

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp  715.651.000 

 Total Rp 5.874.267.000 
 
 
 
 
 

 

Kepala Kantor Wilayah  

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I 

Binjai, 31 Januari 2024 

Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  

Pratama Binjai 

 

                        
 

 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Arridel Mindra 

 

                                 Ttd 

1 

 

 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Denny Sofyan Munawar 



 

 
 

  

RINCIAN TARGET KINERJA 
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI 

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  

SUMATERA UTARA I 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KEMENTERIAN KEUANGAN  

TAHUN 2024 
 

Kode 
SS/IKU 

SS dan IKU 
Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 18% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

01b-CP 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

02a-CP 

Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) 

18% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

02b-CP 

Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi 

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

03a-CP 

Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 

(PKM) 

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 

04a-CP 

Persentase perubahan perilaku lapor dan 

bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

04b-N 
Indeks Kepuasan Pelayanan dan 

Efektivitas Penyuluhan 
5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 



 

 
 

  

Kode 
SS/IKU 

SS dan IKU 
Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 

06a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

06b-N 
Persentase pemanfaatan data selain tahun 

berjalan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

06c-N 
Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Penegakan hukum yang efektif 

07a-CP 
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 

penilaian 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75% 

07c-N 
Persentase penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti Permulaan 
25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

8 Data dan informasi yang berkualitas 

08a-CP 

Persentase penyelesaian Laporan 

Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi 

Perpajakan 

20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

08b-CP 
Persentase penghimpunan data regional 

dari ILAP 
10% 25% 25% 40% 40% 55% 55% 

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

09a-N 
Tingkat Kualitas Kompetensi dan 

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 
100 100 100 100 100 100 100 

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 85 

09c-N 
Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan manajemen risiko 
23 47 47 70 70 90 90 

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

10a-CP 
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran 
100 100 100 100 100 100 100 

 



 

 
 

  

Binjai, 31 Januari 2024 

Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  

Pratama Binjai, 
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Ditandatangani Secara Elektronik 

Denny Sofyan Munawar 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INISIATIF STRATEGIS 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI 

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I 
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No. IKU Inisiatif Strategis Output/Outcome 
Trajectory  Periode 

Pelaksanaan 
Penanggung 

Jawab 
Biaya (Rp) 

Kegiatan Output 

1 Persentase 
perubahan perilaku 
lapor dan bayar 
atas kegiatan 
edukasi dan 
penyuluhan 

Melaksanakan sosialisasi, 

kelas pajak dan 

penyuluhan perpajakan 

baik secara tatap muka 

dan online 

Kegiatan 
Penyuluhan yang 
tepat sasaran 
sehingga membuat 
WP dapat berubah 
perilaku menjadi 
taat 

Q1: Sosialisasi 

Pengisian Bukti 

Potong Bendahara 

Pemerintah, kelas 

pajak e-filing 

Q2: Penyuluhan 

Kewajiban Pajak Baru 

 

Q3: Penyuluhan 

Kewajiban Pajak Baru 

 

Q4: Tax Goes to 

School dan Campus 

Q1: Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan (1721 

A2/A1,1770 S/SS 

dan 1771) 

Q2: Peningkatan 

Ketrampilan 

Perpajakan 

Q3: Peningkatan 

Ketrampilan 

Perpajakan 

Q4: Peningkatan dan 

Kesadaran 

Perpajakan 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pelayanan 

Rp.  110.996.000 

2 Indeks Kepuasan 
Pelayanan dan 
Efektivitas 
Penyuluhan 

Melaksanakan sosialisasi, 

kelas pajak dan 

penyuluhan perpajakan 

baik secara tatap muka 

dan online 

Kegiatan 
Penyuluhan yang 
tepat sasaran 
sehingga membuat 
WP dapat berubah 
perilaku menjadi 
taat 

Q1: Sosialisasi 

Pengisian Bukti 

Potong Bendahara 

Pemerintah, kelas 

pajak e-filing 

Q2-Q3: Penyuluhan 

Kewajiban Pajak Baru 

 

Q4: Tax Goes to 

School dan Campus 

Q1: Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan (1721 

A2/A1,1770 S/SS 

dan 1771) 

Q2-Q3: Peningkatan 

Ketrampilan 

Perpajakan 

Q4: Peningkatan dan 

Kesadaran 

Perpajakan 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pelayanan 

Rp.  110.996.000 



 

 
 

  

3 Persentase 
pengawasan 
pembayaran masa 

Melakukan pengawasan 

pembayaran masa, 

dinamisasi angsuran PPh, 

melakukan data matching, 

menerbitkan nota hitung 

dan lembar hitung STP 

SP2DK, Nota 
Penghitungan 
(Nothit) 

Q1-Q4: Melakukan 

pengawasan 

pembayaran masa, 

dinamisasi angsuran 

PPh, melakukan data 

matching, menerbitkan 

STP 

 

Q1-Q4: Peningkatan 

kepatuhan 

pembayaran pajak 

masa, pembayaran 

pajak atas WP yang 

belum melakukan 

pembayaran masa. 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pengawasan 
I, II, III, IV 

dan V 

Rp.  147.067.000 

4 Persentase 
penyelesaian 
permintaan 
penjelasan atas 
data dan/atau 
keterangan 

Pengawasan pembayaran 

pajak dan pengawasan 

pembetulan terhadap 

himbauan SPT sampai 

dengan LHP2DK 

Tercapainya target 
SPT yang ditindak 
lanjuti baik SPT 
Tahunan maupun 
masa 
(SP2DK/LHP2DK) 

Q1-Q4: Melakukan 

pemanfaatan data atau 

tindak lanjut atas 

keterangan, data atau 

informasi yang 

diperoleh dari sumber 

internal maupun 

eksternal, himbauan 

pembetulan SPT 

Tahunan dan SPT 

Masa 

Q1-Q4: SP2DK 

seluruhnya 

ditindaklanjuti, 

seluruh data telah 

ditindaklanjuti 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pengawasan 
I, II, III, IV 

dan V 

Rp.  147.734.000 

5 Persentase 
pemanfaatan data 
selain tahun 
berjalan 

Melakukan pemanfaatan 

data STP, melakukan data 

pemicu, menerbitkan 

nota hitung dan lembar 

hitung STP 

SP2DK, Nota 
Penghitungan 
(Nothit) 

Q1-Q4 : Melakukan 

pemanfaatan data 

STP, menerbitkan STP 

dan Menerbitkan  

SP2DK atas 

Pemanfaatan Data 

Pemicu selain Tahun 

Pajak Berjalan  

 

Q1-Q4: Peningkatan 

kepatuhan 

pembayaran pajak 

masa, pembayaran 

pajak atas WP yang 

belum melakukan 

pembayaran masa. 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pengawasan 
I, II, III, IV 

dan V 

Rp.  205.041.000 



 

 
 

  

6 Efektivitas 
Pengelolaan 
Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak KPP 
tepat waktu 

Melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan DSP4 

Daftar Adjustment 
DSP4 

Q1-Q4 : Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi Komite 

Kepatuhan 

 

Q1-Q4 : Laporan 

Komite Kepatuhan 

 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Subbagian 
Umum dan 
Kepatuhan 
Internal , 

Seksi 
Penjaminan 

Kualitas 
Data, Seksi 
Pelayanan, 

Seksi 
Pengawasan 
I, II, III, IV 
dan V dan 

Seksi 
Pemeriksaan, 
Penilaian dan 

Penagihan,  

Rp.  46.000.000 

7 Tingkat efektivitas 
pemeriksaan dan 
penilaian 

Meningkatkan 

penggalian potensi 

melalui bedah WP, 

pengawasan terhadap 

kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan WP 

sampai menghasilkan 

LHP dan melakukan 

penilaian  

LHP selesai sesuai 
dengan yang telah 
direncanakan dan 
LHPn (Laporan 
Hasil Penilaian) 

Q1-Q4: Melakukan 

bedah WP sampai 

menghasilkan LHP, 

Melakukan Penilai 

sampai menghasilkan 

LHPn 

 

Q1-Q4: Usulan 

Pemeriksaan,LHP, 

LHPn 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pemeriksaan, 
Penilaian dan 

Penagihan, 
Fungsional 
Pemeriksa 
Pajak dan 

Fungsional 
Penilai 

Rp.  182.075.000 



 

 
 

  

8 Tingkat efektivitas 
penagihan 

Melaksanakan seluruh 

tahapan penagihan aktif 

terhadap penunggak 

pajak, Melakukan 

pengawasan terhadap 

kemampuan bayar 

penunggak pajak 

Nota Dinas usul 
gelar perkara, berita 
acara gelar perkara, 
Usul permintaan 
pelaksanaan 
pencegahan 
bepergian ke luar 
negeri kepada 
Menteri Keuangan 

Q1-Q4: Melakukan 

Inventaris WP yang 

akan dicegah, 

Membuat Profil WP / 

Penanggung Pajak 

yang akan diusul gelar 

perkara pencegahan, 

melakukan gelar 

perkara pencegahan, 

mengirim usul 

permintaan 

pelaksanaan 

pencegahan 

 

Q1-Q4: Nota Dinas 

usul gelar perkara, 

berita acara gelar 

perkara, Usul 

permintaan 

pelaksanaan 

pencegahan 

bepergian ke luar 

negeri kepada 

Menteri Keuangan 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pemeriksaan, 
Penilaian dan 

Penagihan 

Rp.  192.973.000 

9 Persentase 
penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti 
Permulaan 

Mengumpulkan Data 

untuk mengusulkan 

pemeriksaan bukti 

permulaan terhadap 

Wajib Pajak yang 

terindikasi melakukan 

tindak pidana pajak 

Nota Dinas Usulan 
Pemeriksaan Bukti 
Permulaan 

Q1- Q4 : Melakukan  

inventaris terhadap 

WP  

yang diduga 

melakukan  

tindak pidana pajak.  

Membuat usulan  

pemeriksaan bukti  

permulaan , dan  

mengirimkan usulan  

tersebut ke Kanwil 

DJP  

Sumatera Utara I 

Q1-Q4: Nota Dinas 

Usulan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pengawasan 
I,II,III,IV, dan 

V, Seksi 
Pemeriksaan, 
Penilaian dan 

Penagihan  

Rp.  22.674.000 



 

 
 

  

10 Persentase 
penyelesaian 
Laporan 
Pengamatan dan 
Penyediaan Data 
Potensi Perpajakan 

Pencarian data- 

data terkait WP 

baik internal 

maupun eksternal 

Tersedianya data 
potensi perpajakan 
untuk mendukung 
penerimaan 

Q1-Q4: Meneliti data 

perpajakan 

berdasarkan 

kegiatan penelitian, 

pengawasan, 

pemeriksaan, 

penilaian dan 

pengamatan lapangan, 

merekam data potensi 

perpajakan pada 

aplikasi alket 

 

Q1-Q4: Alat 

Keterangan 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Pengawasan 
I, II, III, IV 

dan V 

Rp.  391.436.000 

11 Persentase 
penghimpunan 
data regional dari 
ILAP 

Melaksanakan pencarian 

data dan penghimpunan 

data regional yang 

bersumber dari ILAP 

Tersedianya data 
ILAP mendukung 
penerimaan 

Q1-Q4: Meneliti data 

perpajakan 

berdasarkan 

kegiatan penelitian, 

pengawasan, 

pemeriksaan, 

penilaian dan 

pengamatan lapangan 

Menghimpun data 

regional yang 

bersumber dari ILAP 

dan 

menyampaikannya 

kepada Kantor 

Wilayah DJP 

Q1-Q4: Data regional 

yang bersumber dari 

ILAP yang telah 

disampaikan 

Januari – 
Desember 

2024 

Seksi 
Penjaminan 

Kualitas Data 

Rp.  31.423.000 



 

 
 

  

12 Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Kebintalan SDM 

Melakukan 

Transfer 

Knowledge melaui IHT 

yang terjadwal baik 

IHT Tatap Muka dan IHT 

Elearning , melaksanakan 

coaching dan mentoring 

serta melaksanakan 

kegiatan bimbingan 

mental kepada pegawai 

Terpenuhinya 
jamlat, transfer 
knowlegde yang 
baik dan 
peningkatan kinerja 
individu serta 
organisasi 

QI: Melaksanakan 

Kegiatan IHT yang 

terjadwal, 

Membuat jadwal e-

learning, membuat 

jadwal kegiatan bintal 

Q2-Q4: Melaksanakan 

Kegiatan IHT yang 

terjadwal, 

Mengikuti e-learning, 

melaksanakan 

kegiatan bintal 

 

Q1: Jadwal IHT, 

Jadwal e-learning 

Laporan IHT, Jadwal 

Kegiatan Bintal 

 

 

Q2-Q4: ND IHT, 

Laporan IHT, 

Pelaksanaan e-

learning, 

Laporan Kegiatan 

Bintal 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Subbagian 

Umum 

dan 

Kepatuhan 

Internal 

Rp.  103.800.000 



 

 
 

  

13 Indeks penilaian 
integritas unit 

Melaksanakan kegiatan 

pengawasan kode etik, 

EPITE, PPITA secara 

rutin,  dan melaksanakan 

kegiatan pengawasan 

terhadap wajib pajak di 

lingkungan KPP Pratama 

Binjai  

Integritas KPP 
Pratama Binjai 
terpelihara dengan 
baik 

Q1-Q4: Melaksanakan 

kegiatan pengawasan 

kode etik, EPITE, 

PPITA secara rutin 

sesuai dengan 

Rencana pemantauan 

Tahunan tahun 2024, 

melaksanakan 

kegiatan pelayanan 

perpajakan sesuai 

dengan SOP yang 

berlaku, 

melaksanakan 

kegiatan pengawasan 

terhadap wajib pajak 

di lingkungan KPP 

Pratama Binjai sesuai 

dengan SOP yang 

berlaku, 

melaksanakan Tata 

cara penagihan sesuai 

dengan peraturan 

perpajakan, 

melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan 

pajak sesuai dengan 

peraturan perpajakan 

 

Q1-Q4: Integritas 

KPP Pratama Binjai 

terpelihara dengan 

baik, rencana 

pemantauan 

Tahunan terlaksana 

dengan baik, indeks 

pelayanan 

perpajakan yang 

optimal, indeks 

pengawasan 

kepatuhan tercapai, 

indeks penagihan 

pajak yang optimal, 

indeks pemeriksaan 

pajak yang optimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Subbagian 

Umum 

dan 

Kepatuhan 

Internal 

Rp.  50.000.000 



 

 
 

  

14 Indeks efektivitas 
implementasi 
manajemen kinerja 
dan manajemen 
risiko 

Melaksanakan 

kegiatan DKO secara 

tepat 

waktu, tepat 

sasaran, dan tepat guna, 

melakukan pemantauan 

risiko triwulanan dan 

melaksanakan sosialisasi 

manajemen kinerja 

Terciptanya Dialog 
kinerja yang efektif 
dan terukur melalui 
pemantauan 
rencana aksi dan 
terpantaunya risiko 
pada unit kerja 

Q1: Menyusun PK dan 

SKP Pegawai, 

Melaksanakan DKO 

dan MR di Bulan 

Januari  

Q2: Melaksanakan 

DKO dan MR di Bulan 

April 

 

Q3: Melaksanakan 

DKO dan MR di Bulan 

Juli , Melaksanakan 

sosialisasi manajemen 

kinerja 

 

 

Q4: Melaksanakan 

DKO dan MR di Bulan 

Oktober 

Q1: PK dan SKP 

Pegawai,UND DKO 

dan MR, Risalah 

Rapat, Matriks 

Tindak Lanjut 

Q2: UND DKO dan 

MR, Risalah Rapat, 

Matriks Tindak 

Lanjut  

Q3: UND DKO dan 

MR, Risalah Rapat, 

Matriks Tindak 

Lanjut, UND dan 

Laporan Sosialisasi 

Manajemen Kinerja  

 

Q4: UND DKO dan 

MR, Risalah Rapat, 

Matriks Tindak 

Lanjut 

Januari – 
Desember 

2024 

Subbagian 

Umum 

dan 

Kepatuhan 

Internal 

Rp.  50.000.000 



 

 
 

  

15 Indeks kinerja 
kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 

Pengawasan penggunaan 

anggaran 

Terciptanya 
penggunaan 
anggaran yang 
tepat guna, efisien 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
berlaku 

Q1: Melakukan 

penyusunan RUP 

Q2-Q4: Melakukan 

monitoring anggaran 

 

Q1: RUP pada akun 

LKPP 

Q2-Q4: Laporan 

Anggaran 

 

Januari – 
Desember 

2024 

Subbagian 

Umum 

dan 

Kepatuhan 

Internal 

Rp.  50.000.000 

Binjai, 31 Januari 2024 

Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  

Pratama Binjai, 
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SASARAN KINERJA PEGAWAI 

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF 

BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI 

 

 

KEMENTERIAN KEUANGAN    PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024 
 

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA 

NAMA Denny Sofyan Munawar NAMA Arridel Mindra 

NIP 197005041997031001 NIP 197008241991031005 

PANGKAT/ 

GOL RUANG 

Pembina Tk.I/Ivb PANGKAT/ 

GOL RUANG 

Pembina Utama Muda/IVc 

JABATAN Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Binjai 

JABATAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Sumatera Utara I 

UNIT KERJA Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Binjai 

UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Sumatera Utara I 

NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A. UTAMA 

1. Penerimaan negara dari sektor 

pajak yang optimal 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan 

Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas 

100 Penerima Layanan 

2. Kepatuhan tahun berjalan 

yang tinggi 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 

100% Penerima Layanan 



 

 
 

  

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi 

100% Penerima Layanan 

3. Kepatuhan tahun sebelumnya 

yang tinggi 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) 

100% Penerima Layanan 

4. Edukasi, pelayanan, dan 

kehumasan yang efektif 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase perubahan perilaku lapor 

dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

74% Proses Bisnis 

Indeks Kepuasan Pelayanan dan 

Efektivitas Penyuluhan 

100% Proses Bisnis 

5. Pengawasan pembayaran masa 

yang efektif 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase Pengawasan Pembayaran 

Masa 

90% Proses Bisnis 

6. Pengujian kepatuhan material 

yang efektif 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

100% Proses Bisnis 

Persentase pemanfaatan data selain 

tahun berjalan 

100% Proses Bisnis 



 

 
 

  

Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu  

100% Proses Bisnis 

7. Penegakan hukum yang efektif 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 

Penilaian 

100% Proses Bisnis 

Tingkat Efektivitas Penagihan 75% Proses Bisnis 

Persentase penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti Permulaan 

100% Proses Bisnis 

8. Data dan informasi yang 

berkualitas 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Persentase penyelesaian Laporan 

Pengamatan dan Penyediaan Data 

Potensi Perpajakan 

100% Proses Bisnis 

Persentase penghimpunan data 

regional dari ILAP 

55% Proses Bisnis 

9. Pengelolaan Organisasi dan 

SDM yang adaptif 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Tingkat Kualitas Kompetensi dan 

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 

SDM 

100 Penguatan Internal 

atau Anggaran 

Indeks Penilaian Integritas Unit 85 Penguatan Internal 

atau Anggaran 

Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan manajemen 

risiko 

90 Penguatan Internal 

atau Anggaran 



 

 
 

  

 

PERILAKU KERJA 

1 Berorientasi pelayanan 

- Memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat 

- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat 

diandalkan 

- Melakukan perbaikan tiada henti 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa 

membeda-bedakan, bertindak berdasarkan 
kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan 
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.  

2 Akuntabel 

- Melaksanakan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi 

- Menggunakan kekayaan dan barang milik 
negara secara bertanggung jawab, efektif, 
dan efisien. 

- Tidak menyalahgunakan kewenangan 
jabatan 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam 
berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani 

menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik 
institusi dan negara. 

3 Kompeten 

10. Pengelolaan keuangan yang 

akuntabel 

( Penugasan dari Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I) 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran 

100 Penguatan Internal 

atau Anggaran 

B. TAMBAHAN 



 

 
 

  

PERILAKU KERJA 

- Meningkatkan kompetensi diri untuk 

menjawab tantangan yang selalu berubah 
- Membantu orang lain belajar 

- Melaksanakan tugas dengan kualitas 
terbaik 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan 
tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang 
dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan 

terus-menerus melakukan upaya pengembangan 
kompetensi diri. 

4 Harmonis 

- Menghargai setiap orang apapun latar 

belakangnya 
- Suka menolong orang lain 
- Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun 
kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik 
berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap 

semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan 
kewajiban. 

5 Loyal 

- Memegang teguh ideologi Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia serta 

pemerintahan yang sah 
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, 
Instansi, dan Negara 

- Menjaga rahasia jabatan dan negara 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam 

berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani 

menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik 

institusi dan negara. 

6 Adaptif 

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi 
perubahan 

- Terus berinovasi dan mengembangkan 
kreativitas 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima 

masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, 



 

 
 

  

PERILAKU KERJA 

- Bertindak proaktif  serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan 

memanfaatkan informasi terkini. 
 

 
 
 

 
 

7 Kolaboratif 

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak 

untuk berkontribusi 
- Terbuka dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah 

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai 
sumberdaya untuk tujuan bersama 

Ekspektasi Khusus Pimpinan: 

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun 

kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik 
berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap 

semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan 
kewajiban.  

 

 Binjai, 31 Januari 2024 

Pegawai yang Dinilai, 
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LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI 
 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN   PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024 
 

DUKUNGAN SUMBER DAYA 

1. 80 pegawai 

2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. 

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN  

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan 

No IKI 
Target 

Q1 Q2 Smt.1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

1 Persentase realisasi penerimaan pajak 18% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

2 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas 

100 100 100 100 100 100 100 

3 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 
18% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

4 

Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi 

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

5 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 
25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

6 
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 

atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 
10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 



 

 
 

  

7 
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 

Penyuluhan 
5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

8 Persentase Pengawasan Pembayaran Masa 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

9 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 

Persentase pemanfaatan data selain tahun 

berjalan 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP tepat waktu 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 Tingkat Efektivitas Penagihan 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75% 

14 
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan 

Bukti Permulaan 
25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

15 
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan 

dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 
20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

16 
Persentase penghimpunan data regional dari  

ILAP 
10% 25% 25% 40% 40% 55% 55% 

17 
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 

Kegiatan Kebintalan SDM 
100 100 100 100 100 100 100 

18 Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 85 



 

 
 

  

19 
Indeks efektivitas implementasi manajemen 

kinerja dan manajemen risiko 
23 47 47 70 70 90 90 

20 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 100 100 100 100 100 100 

 

KONSEKUENSI 

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
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